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ABSTRACT 

The Effectiveness and Contribution of Rural and Urban Land and Building 

Tax (PBB-P2) In Increasing Local Tax Revenue In The Regional Revenue 

Agency Of Pekanbaru City 

Oktaviani 

11970524757 

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of the Rural 

and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenue in increasing local tax 

revenue in the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City. This study uses a 

descriptive research method with a qualitative approach. Primary data was 

obtained through interviews with informants, while secondary data was obtained 

from documents, literature reviews, legislation, and related literature. The results 

of the study show that the realization of local tax revenue in Pekanbaru City, 

particularly from PBB-P2, during the last five years never reached the set targets 

except in 2019. Factors affecting the effectiveness of PBB-P2 revenue collection 

include human resources, taxpayers, and infrastructure available in the Regional 

Revenue Agency of Pekanbaru City. The study revealed that the training provided 

to Pekanbaru Regional Revenue Agency employees was not optimal, particularly 

in the development of human resources in the field of local taxes, the awareness of 

Pekanbaru City PBB-P2 taxpayers was still low, as well as the lack of data and 

information regarding PBB-P2 taxpayers and objects, and the absence of strict 

sanctions given by the Pekanbaru Regional Revenue Agency to taxpayers who do 

not pay their tax obligations. These four factors need to be considered and 

improved to increase the effectiveness of PBB-P2 revenue collection and its 

contribution to local tax revenue in Pekanbaru City. 

Keyword: Effectiveness, Contribution, Land and Building Tax 
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ABSTRAK 

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

(PBB-P2) Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  

 

Oktaviani 

11970524757 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam 

peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, studi kepustakaan, peraturan 

perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru, terutama dari pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), selama lima tahun terakhir tidak 

pernah mencapai target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2019. Faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PBB-P2 antara lain sumber 

daya manusia, wajib pajak dan sarana prasarana yang ada di Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelatihan yang 

diberikan kepada pegawai Bapenda Kota Pekanbaru belum maksimal, terutama 

dalam pengembangan kualitas SDM di bidang pajak daerah, kesadaran wajib 

pajak PBB-P2 Kota Pekanbaru juga masih rendah, serta masih kurangnya 

ketersediaan data dan informasi megenai wajib pajak dan objek PBB-P2 dan belum 

adanya sanksi tegas yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya. Keempat faktor ini 

perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan 

PBB-P2 dan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Pekanbaru. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015  tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan 

kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh 

untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan 

mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. kewenangan yang lebih luas, nyata 

dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa 

sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk 

menentukan sendiri arah serta tujuan pembangunan daerahnya. Hal ini 

dikarenakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan 

otonomi, setiap daerah dinilai mampu menangani pembangunan daerahnya, 

pemerintah juga diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. 

Dengan kata lain, daerah mempunyai wewenang penuh untuk dapat menggali 

sumber pendapatan yang potensial untuk mendukung pelaksanaan 

pembangunan. 
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Konsepsi otonomi menghendaki daerah harus mampu untuk menjalankan 

roda pemerintahan dan melakukakan pembangunan daerah dengan modal 

pembiayaan sendiri. Dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut di perlukan 

sumber-sumber biaya atau penerimaan yang memadai dan selalu di harapakan. 

Dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku selain mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Menurut 

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 

157 sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: hasil pajak daerah, retribusi daerah, 

pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. 

Diterbitkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 

dan UndangUndang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 

mengakibatkan terjadinya perubahan pengelolaan pajak baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dalam hal ini 

Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk mengelola pajak-pajak yang 

sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pajak Pusat yang dialihkan ke 

Pajak Daerah diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). Pengalihan wewenang ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya pengalihan pengelolaan ini 
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maka seluruh proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi 

kegiatan pendataan, administrasi, hingga pemungutan atau penagihan pajak 

dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah, maka pembagian wewenang pengelolaan pajak baik 

ditingkat pusat maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Jenis Pajak Berdasarkan Pengelolaan 

Pajak Pusat Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

2. Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) 

3. Pajak atas Penjualan Barang 

Mewah (PPnBM) 

4. Pajak Bumi dan Bangunan: 

a. Sektor Perkebunan 

b. Sektor Perhutanan 

c. Sektor Pertambangan 

5. Bea Materai 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Parkir 

7. Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

8. Pajak Air Tanah (Pengalihan 

dari Pajak Daerah provinsi) 

9. Pajak Bumi dan Bangunan 

a. Sektor Perdesaan 

b. Sektor Perkotaan 

10. Pajak Sarang Burung Walet 

11. Pajak Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan 

Sumber: UU Nomor 28 tahun 2009 

Melalui regulasi ini, diharapkan peran daerah dalam mendukung 

perekonomian nasional menjadi semakin besar. Selain itu, kondisi 

perekonomian dan globalisasi cenderung menuntut adanya peran aktif dari 

pemerintah daerah untuk menggali potensi daerahnya dan menjalankan peran 

yang lebih besar dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Dengan 
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semakin besar aktivitas suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah tersebut salah satunya melalui pajak daerah. (Nugroho 

& Mafruhah, 2014) 

Sebelumnya, semua Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah kewenangan pemerintah pusat. 

Walaupun tidak semua jenis PBB diberikan kewenangan kepada daerah, namun 

hal ini merupakan suatu kemajuan walaupun dalam kewenangan daerah masih 

tertinggal karena jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara 

lainnya, seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia. Dalam hal ini PBB secara 

umum dikenal sebagai property tax sudah sejak lama diberikan kewenangannya 

kepada daerah. (Mutiarin, 2017) 

Dengan adanya kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah 

daerah maka baik buruknya kinerja dalam pelaksanaan pembangunan sangat 

bergantung dari bagaimana konsistensi dan implementasi strategi pengelolaan 

pajak khususnya PBB-P2 yang secara sah telah menjadi kewenangan 

pemerintah daerah. Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditentukan oleh bagaiman usaha yang 

dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan 

PBB-P2 bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan Badan Pendapatan 

Daerah. Tentunya diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan 

kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan dalam mewujudkan 

pemerataan pembangunan agar tidak terlalu senjang antara satu daerah dengan 

daerah lainnya. Selain itu, tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke 
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Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar 

kepada pemerintahan Daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan, serta meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, memperbaiki struktur APBD, memperbaiki aspek transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan di daerah (Budiarso & Napitupulu, 2015).   

Untuk mendukung dan merealisasikan regulasi ini pemerintah kota 

Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan diharapkan mampu 

membawa peningkatan bagi penerimaan pajak daerah. Penerapan peraturan 

yang telah dilakukan diharapkan dapat menunjang penggalian potensi dari PajK 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) ini.  

Kota Pekanbaru memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup 

menjanjikan, karena merupakan daerah yang memiliki potensi alam dengan 

wilayah yang cukup luas. Wilayah yang tergolong padat penduduk ini memiliki 

potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dikelola secara efektif dan 

efesien guna meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat 

memberikan kontribusi positif untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota 

Pekanbaru. 

Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu mempunyai target dalam pencapaian 

Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak daerah salah satunya 

adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Penentuan 

target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini dilakukan 
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dengan melihat perkembangan suatu daerah terutama pada daerah kawasan 

industri dan daerah pemukiman karena setiap tahun nya nilai jual objek pajak 

(NJOP) pasti akan selalu naik dan dalam setahun itu pasti ada perubahan suatu 

kawasan yang semulanya tidak memiliki nilai jual objek pajak menjadi 

memiliki nilai jual objek pajak (Utari, 2018). 

Namun realisasi yang terjadi dilapangan seringkali target tersebut tidak 

tercapai dengan sempurna. Padahal dengan dialihkannya penerimaan PBB-P2 

kepada pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi PBB-P2 secara 

maksimal sehingga mampu meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 dan 

dapat berkontribusi besar bagi penerimaan pajak daerah kota Pekanbaru. 

Berkaitan dengan penerimaan PBB-P2, sebagaimana yang terjadi di 

lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya 

terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 

yang menjadi kewajibannya. Penerimaan PBB-P2 yang efektif tergantung dari 

keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target 

penerimaan yang ditetapkan (Zelin Restiana, 2019). 

Berikut ini merupakan data target dan realisasi Pendapatan Asli daerah 

(PAD) yang bersumber dari pajak daerah serta data target dan realisasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota 

Pekanbaru selama 5 (lima) tahun terakhir: 
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Tabel 1.2  

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah serta target dan realisasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota 

Pekanbaru tahun 2018-2022 

Tahun 
Penerimaan Pajak Daerah 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat 

Kontribusi  

Target Realisasi Target Realisasi 

2018 847.384.410.838 499.029.402.789 191.765.016.227 66.207.610.973 14,74% 

2019 784.882.467.046 620.937.643.530 130.061.415.773 132.709.013.913 21,37% 

2020 921.026.841.929 537.808.483.141 297.057.589.810 115.007.706.893 21,38% 

2021 832.906.981.210 587.334.918.452 294.206.981.210 116.784.332.666 19,88% 

2022 742.850.000.000 719.630.893.370 175.000.000.000 149.222.073.128 20,73% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023 

Berdasarkan data yang telah ditampilkan diatas dapat dilihat bahwa 

realisasi pendapatan asli daerah sumber pajak daerah kota pekanbaru selama 5 

tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, 

pada realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Pekanbaru selama 5 tahun terakhir juga 

tidak mencapai target, kecuali realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 yang 

penerimaannya melebihi target yang telah ditetapkan, yang mana target PBB-

P2 pada tahun 2019 itu mengalami penurunan target dari tahun sebelumnya 

dikarenakan pada tahun 2018 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan jauh dari kata 

tercapai. Namun pada tahun 2020, 2021 dan 2022 penerimaan PBB-P2 Kota 

Pekanbaru kembali tidak mencapai target yang telah ditentukan. 

Tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah dan PBB-P2 

mengindikasikan adanya hambatan dalam proses pemungutan pajak sehingga 
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berpotensi mempengaruhi APBD dan mengakibatkan sumber dana menjadi 

tidak terpenuhi. Selain itu tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 juga 

berpotensi menyebabkan target penerimaan pajak daerah tidak tercapai. Hal ini 

harus menjadi perhatian pemerintah kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan 

efektivitas penerimaan PBB-P2 sehingga dapat dengan baik berkontribusi 

terhadap penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas PBB-P2 

diantaranya adalah dengan adanya penyuluhan terhadap kolektor PBB-P2 di 

tiap Kecamatan, faktor pengawasan oleh dinas yang membawahi pajak daerah, 

serta faktor penagihan.demi mencapai tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 

harus dibuat target atau rencana penerimaan supaya dapat tercapai hasil 

penerimaan seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah, target atau 

rencana penerimaan PBB-P2 sangat penting karena sebagai langkah awal 

menentukan besarnya jumlah PBB-P2 yang harus dicapai dalam satu tahun 

pajak, dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk 

mewujudkan target dan rencana penerimaan, karena sebagian besar hasil dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di masukan kepada daerah 

digunakan untuk mengembangkan dan membangun daerahnya 

Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dihitung berdasarkan hasil yang 

dicapai dengan target yang telah ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas 

penerimaan PBB-P2, maka dapat dikatakan kinerja aparatur penegak pajak 

telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 

tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang 
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dicapai maka kinerja aparatur penegak pajak kurang maksimal. (Wibisono & 

Mulyani, 2019) 

Selain efektivitas. Penerimaan PBB-P2 juga berkontribusi terhadap 

penerimaan PAD khususnya sumber pajak daerah, kontribusi sendiri digunakan 

untuk mengatahui sejauh mana PBB-P2 memberikan sumbangan dalam 

penerimaan pajak daerah. Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa semakin 

besar kontribusinya maka semakin besar pula peranan PBB-P2 terhadap 

penerimaan pajak daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya 

terlalu kecil berarti peranan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah juga 

kecil. 

Berdasarkan pada kajian fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan Kota Pekanbaru. Saya sebagai penulis melihat hal ini 

sangatlah penting untuk diteliti karena berkaitan dengan peningkatan 

Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru yang pada akhirnya dapat 

menunjang Pendapatan Asli daerah dan otonomi daerah. Oleh karena itu penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam 

Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru”. 
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1.2 Batasan dan Perumusan Masalah 

A. Batasan Masalah 

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang 

lingkup dan arah yang jelas, maka dari itu peneliti memberikan Batasan masalah 

sebagai berikut, dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada efektivitas dan 

kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-

P2) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru tahun 2018-2022 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan 

Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam 
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peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. 

2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam 

peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

mengenai Efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan penerimaan Pajak 

Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta untuk 

mengetahui strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam 

upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB-P2). Selain itu diharapkan menjadi sebuah informasi bagi 

peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan memperoleh hasil 

yang maksimal. 

b. Secara Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru 

dapat meningkatkan kinerjanya agar penerimaan Pajak Daerah dapat terus 

meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari 

pendapatan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan                 

penelitian manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berlandasi pembahasan 

penelitian ini, yang disertai hipotesis juga varibel yang diteliti 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini mengurai kan tentang lokasi dan waktu penelitian, 

sumber dan jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data serta metode analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah singkat 

produk yang akan diteliti, struktur dan aktivitas perusahaan. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis membahas dan menguraikan hasil-hasil 

penelitian dari permasalahan, sesuai dengan variabel-variabel yang 

diteliti. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas kesimpulan mengenai obyek yang diteliti 

berdasarkan hasil analisis data dan memberikan saran bagi pihak 

yang terkait serta saran untuk penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Literatur Teori 

A. Efektivitas 

Berdalsalrkaln pengertialnnyal, efektivitals dalpalt ditinjalu dalri berbalgali 

sisi. Efektivitals menurut sisi kebijalkaln publik merupalkaln ukuraln 

keberhalsilaln sualtu operalsi paldal sektor publik. Malkal, sualtu kebijalkaln 

dikaltalkaln efektif alpalbilal memiliki pengalruh besalr terhaldalp kemalmpualn 

menyedialkaln pelalyalnaln malsyalralkalt sebalgali salsalraln yalng telalh ditentukaln 

(Pekei, 2016). Sedalngkaln Efektivitals menurut sisi malnaljemen aldallalh 

ukuraln berhalsil altalu tidalknyal pencalpalialn sualtu tujualn orgalnisalsi, sehinggal 

kegialtaln disebut efektif alpalbilal sualtu orgalnisalsi berhalsil mencalpali 

tujualnnyal (Malrdialsmo, 2021). 

Efektivitals menurut sisi ekonomi merupalkaln sebalik alpal pekerjalaln 

dilalkukaln sesuali dengaln perencalnalaln alwall, walktu, kebutuhaln bialyal, 

malupun mutunyal (Wulalndalri., 2018). Malhmudi (2016) jugal menyaltalkaln 

balhwal efektivitals iallalh hubungaln alntalral kelualraln daln tujualn altalu salsalraln 

yalng halrus dicalpali. Secalral hukum, efektivitals menjaldi sallalh saltu alspek 

yalng penting kalrenal dalpalt menjaldi cerminaln kesaldalraln daln kepaltuhaln 

hukum dallalm malsyalralkalt (Lalthif, 2017). 

Definisisi efektivitals menurut Malrdialsmo (2012:134) aldallalh ukuraln 

berhalsil tidalknyal sualtu orgalnisalsi mencalpali tujualnnyal. Alpalbilal sualtu 

orgalalnisalsi berhalsil mecalpali tujualnnyal, malkal dalpalt dikaltalkaln balhwal 
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orgalnisalsi tersebut berjallaln dengaln efktif. Efektivitals aldallalh pengukur 

hubungaln alntalral halsil pungutaln sualtu paljalk dengaln potensi altalu talrget 

penerimalaln paljalk itu sendiri. 

Sialgialn (2003) mengemukalkaln balhwal Efektivitals aldallalh 

pemalnfalaltaln sumber dalyal, salralnal daln pralsalralnal dallalm jumlalh tertentu yalng 

secalral saldalr ditetalpkaln sebelumnyal untuk menghalsilkaln sejumlalh balralng 

altals jalsal kegialtaln yalng dijallalnkalnnyal. Efektivitals menunjukaln keberhalsilaln 

dalri segi tercalpali tidalknyal salsalraln yalng telalh ditetalpkaln. Jikal halsil kegialtaln 

semalkin mendekalti salsalraln, beralrti malkin tinggi efektivitalsnyal (Windialrti 

& Sofyaln, 2018) 

Efektivitals memiliki hubungaln alntalral halsil yalng alkaln dicalpali 

dengaln reallisalsi halsil yalng dicalpali. Aldalpun kriterial dallalm mengukur 

efektivitals sualtu orgalnisalsi aldal tigal pendekaltaln yalng dalpalt digunalkaln, 

seperti yalng telalh dikemukalkaln oleh Lubis & Malrtalni (1998) yalitu: 

1. Pendekaltaln Sumber (resource alpproalch) yalitu mengukur efektivitals dalri 

input. Pendekaltaln ini mengutalmalkaln keberhalsilaln orgalnisalsi dallalm 

memperoleh sumber dalyal, balik nonfisik malupun fisik yalng sesuali 

dengaln kebutuhaln orgalnisalsi tersebut. 

2. Pendekaltaln proses (process alpproalch) yalitu untuk melihalt telalh sejaluh 

malnal efektivitals pelalksalnalaln progralm dalri seluruh kegialtaln proses 

internall altalu mekalnisme orgalnisalsi. 
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3. Pendekaltaln salsalraln (goalls alpproalch) dimalnal pusalt perhaltialnnyal terletalk 

paldal output, dallalm mengukur keberhalsilaln orgalnisalsi untuk mencalpali 

tujualn (output) sesuali dengaln yalng telalh direncalnalkaln. 

Efektivitals tidalk melihalt tentalng seberalpal besalr bialyal yalng 

dikelualrkaln untuk mencalpali tujualn tersebut, efektivitals halnyal melihalt 

alpalkalh sualtu kegialtaln altalu progralm telalh mencalpali tujualn yalng telalh 

ditetalpkaln altalu tidalk. Efektivitals merupalkaln hubungaln alntalral reallisalsi halsil 

dengaln tujualn yalng telalh ditetalpkaln altalu tujualn yalng ingin dicalpali. 

Pengukuraln efektivitals digalmbalrkaln dengaln sebualh persentalse dimalnal 

semalkin tinggi persentalse efektifnyal malkal semalkin balik pulal dallalm 

mencalpali tujualn (Laltif, 2017). 

Tingkalt efektivitals dalpalt diketalhui dalri halsil perhitungaln formulalsi 

efektivitals. Rumus untuk mencalri tingkalt efektivitals mengenali perpaljalkaln 

iallalh perbalndingaln alntalral reallisalsi paljalk dengaln talrget paljalk yalng telalh 

ditentukaln. Berikut ini merupalkaln rumus yalng digunalkaln untuk mengetalhui 

efektivitals penerimalaln Paljalk Bumi daln Balngunaln menurut Albdul Hallim 

(2004:164): 

 

 

Setelalh menghitung efektivitals, selalnjutnyal kital dalpalt mengukur 

persentalse kriterial sebalgalimalnal berikut: 

 

 

Realisasi Penerimaan PBB 

Target PBB 
Efektivitas =     X 100% 
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Tabel 2.1 

Kriteria Efektivitas 

Nilai Efektivitas Persentase Kriteria 

>100% Salngalt efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kuralng efektif 

<60% Tidalk efektif 

  Sumber: Depdalgri, Kepmendalgri No 690.900.327 

Semalkin besalr persentalsi nilali efektivitals, malka l semalkin efektif pulal progralm, 

kegialtaln altalu orgalnisalsinyal. Efektivitals berfokus palda l outcome (halsil). Sualtu progralm 

a ltalu kegialta ln dalpa lt dikaltalka ln efektif alpalbilal output ya lng dihalsilkaln bisal memenuhi 

tujualn ya lng dihalralpka ln altalu dikaltalkaln Spending wisely. 

 

B. Kontribusi 

Menurut Rinusu & Malstuti (2003) Kontribusi merupalkaln sallalh saltu 

indikaltor untuk melihalt perkembalngaln pendalpaltaln daleralh daln proporsi 

penerimalaln PBB-P2 terhaldalp Paljalk Daleralh. Semalkin besalr penerimalaln 

paljalk seperti paljalk bumi daln balngunaln dalri totall Pendalpaltaln Alsli Daleralh, 

malkal semalngkin lalyalk pulal paljalknyal, jikal semalngkin kecil proporsi 

penerimalaln malkal semalngkin tidalk lalyalk paljalk untuk dipungut. 

Menurut Halndoko (2013:2) Kontribusi aldallalh besalraln sumbalngaln 

yalng diberikaln altals sebualh kegialtaln yalng alkaln/telalh dilalksalnalkaln. Alnallisis 

kontribusi paljalk daleralh merupalkaln sualtu alnallisis yalng digunalkaln untuk 
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mengetalhui seberalpal besalr kontribusi yalng dalpalt disumbalngkaln dalri 

penerimalaln PBB-P2 untuk Paljalk Daleralh, dibalndingkaln alntalral reallisalsi 

penerimalaln PBB-P2 terhaldalp Paljalk Daleralh. 

Menurut Khoiriyah (2020) menyaltalkaln balhwal kontribusi paljalk 

menunjukkaln kemalmpualn pemerintalh daleralh dallalm mengumpulkaln 

penerimalaln paljalk sesuali dengaln talrget yalng telalh ditetalpkaln. 

Selalnjutnyal Anne Alhiral (2012) mengemukakan balhwal kontribusi tidak 

hanya berupa materi namun juga meliputi kontribusi yalng bersifalt 

pemikiraln, kontribusi yalng bersifalt profesionallisme, dan kontribusi yalng 

bersifalt tindalkaln. Dengaln melalkukaln penghitungaln kontribusi paljalk daleralh 

sebalgali sumber pendalpaltaln alsli daleralh, alkaln diketalhui peraln kontribusi 

paljalk daleralh dalri talhun ke talhun. Alnallisis kontribusi digunalkaln untuk 

mengetalhui sejaluh malnal PBB-P2 memberikaln sumbalngaln paldal 

penerimalaln Paljalk Daleralh. Menghitung kontribusi dilalkukaln dengaln 

membalndingkaln reallisalsi penerimalaln PBB-P2 dengaln reallisalsi penerimalaln 

Paljalk Daleralh. (Erawati, 2019) 

Dalri berbalgali pengertialn kontribusi dialtals malkal dalpalt dialrtikaln 

balhwal Kontribusi merupalkaln iuraln altalu sumbalngaln yalng diberikaln 

Bersalmal pihalk lalin untuk bialyal, kerugialn altalupun tujualn tertentu altalu 

Bersalmal, sehinggal dalpalt dikaltalkaln balhwal kontribusi iallalh sumbalngaln yalng 

diberikaln oleh penerimalaln sualtu Paljalk daleralh terhaldalp penerimalaln paljalk 

daleralh.  sedalngkaln tingkalt kontribusi merupalkaln proporsi sualtu jenis paljalk 

terhaldalp totall penerimalaln paljalk.  
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Untuk mengetalhui kontribusi penerimalaln Paljalk Bumi daln 

Balngunaln terhaldalp penerimalaln Paljalk Daleralh malkal digunalkalnlalh rumus 

berikut (Albdul Hallim 2004): 

 

   

Semalkin tinggi presentalse kontribusinyal, malkal alkaln semalkin besalr 

pulal dallalm mempengalruhi Penerimalaln Paljalk daleralh. Untuk memberi 

penilalialn terhaldalp kontribusi malkal dalpalt dilihalt paldal talbel dibalwalh ini: 

Tabel 2.2 

Kriteria Kontribusi 

Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 

0,00 - 10% Salngalt Kuralng 

10,10% - 20% Kuralng 

20,10% - 30%  Sedalng 

30,10% - 40% Cukup Balik 

40,10% - 50% Balik 

>50% Salngalt Balik 

   Sumber: Depdalgri, Kepmendalgri No.690.900.327. 1996 

Alpalbilal halsil perhitungaln kontribusi PBB-P2 terhaldalp Paljalk Daleralh 

menghalsillkaln alngkal altalu persentalse lebih dalri 40% malkal dalpalt dikaltalkaln 

berkontribusi dengaln balik. Nalmun jikal nilali altalu persentalsi lebih dalri 50% 

malkal alrtinyal PBB-P2 salngalt balik berkontribusi dallalm penerimalaln Paljalk 

Daleralh. 

Realisasi Penerimaan PBB 

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Kontribusi =          X 100% 
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C. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Menurut Utomo (2011) Paljalk di Indoensial oleh negalra l 

dipergunalkaln sebalgali sumber penerimalaln terbesalr setelalh migals 

menutupi belalnjal negalral. Sebalgalimalnal yalng telalh terlalmpir dallalm 

Alnggalraln Pendalpaltn daln Belalnjal Negalral setialp talhunnyal. 

Sedangkan Malrdialsmo (2011;1) mendefinisikan bahwa palja lk 

iiuraln ralkyalt kepaldal kals Negalral berdalsalrkaln Undalng-Undalng (yalng 

dalpalt dipalksalkaln) dengaln tidalk mendalpalt jalsal timball (kontralprestalsi) 

yalng lalngsung dalpalt ditunjukkaln daln yalng digunalkaln untuk membalyalr 

pengelualraln umum. 

Kemudian Djaljaldinigralt mengemukakan bahwa Paljalk 

merupakan sebalgali sualtu kewaljibaln menyeralhkaln sebalgialn dalri 

kekalyalaln ke kals negalral yalng disebalbkaln sualtu kealdalaln, perbualtaln, altalu 

kejaldialn yalng memberikaln kedudukaln tertentu, tetalpi bukaln sebalgali 

hukumaln melalinkaln kewaljibaln. Menurut peralturaln yalng ditetalpkaln 

pemerintalh, penalrikaln paljalk dalpalt dipalksalkaln, tetalpi tidalk aldal jalsa l 

timbal ballik dalri negalral secalral lalngsung, untuk memelihalral 

kesejalhteralaln secalral umum. (Noorain & Yahya, 2018) 

Dalri beberalpal defenisi paljalk yalng telalh dijelalskaln dialtals, malka l 

dalpalt dialrtikaln balhwal paljalk aldallalh iuraln waljib yalng halrus dibalyalr oleh 

malsyalrallalt kepaldal pemerintalh altals sebalgialn halrtal yalng dimiliki, 
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dipungut berdalsalrkaln Undalng-undalng yalng berlalku tidalk didalpaltkaln 

daln bersifalt memalksal sertal ballals jalsal yalng didalpalt tidalk bersifalt 

lalngsung. 

 

b. Fungsi Pajak 

Dallalm menjallalnkaln fungsinyal, pemerintalh membutuhkaln sumber 

pendalnalaln altalu modall, sallalh saltunyal aldallalh pendalpaltaln yalng beralsall 

dalri pemungutaln paljalk. Selalin sebalgali sumber pendalnalaln, penerimalaln 

paljalk jugal dalpalt digunalkaln sebalgali pengaltur dallalm melalksalnalkaln 

kebijalkaln pemerintalh, menurut Malrdialsmo (2012;1-2), terdalpalt dua l 

fungsi paljalk, yalitu: 

1. Fungsi Budgetair, yalitu paljalk sebalgali sumber dalnal untuk 

pemerintalh gunal membialyali pengelualraln negalral. 

2. Fungsi Mengaltur (Regulerend), yalitu paljalk sebalgali allalt untuk 

mengaltur daln melalksalnalkaln kebijalksalnalaln pemerintalh dallalm 

bidalng ekonomi daln sosiall. Contohnal, paljalk yalng tinggi dikenalkaln 

terhaldalp balralng-balralng mewalh untuk menguralngi galyal hidup 

komsumtif. 

 

c. Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Aldalm Smith dallalm Sualndy (2011:25) mengungkalpkaln balhwal alsals-

alsals pemungutaln paljalk yalng dikenall dengaln nalmal Four Calnnons altalu 

The Four Malxims dalpalt dikelompokkaln sebalgali berikut: 
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1. Equallity, pembebalnaln paljalk alntalral subjek paljalk dengaln 

kemalmpualnnyal hendalknyal seimbalng. Dallalm hall equallity ini tidalk 

diperbolehkalnnyal sualtu instalnsi pemerintalhaln negalral/daleralh 

melalkukaln deskriminalsi terhaldalp waljib paljalk. Dallalm kealdalaln yalng 

salmal, waljib paljalk halrus diberlalkukaln salmal, talnpal memalndalng laltalr 

belalkalng dalri waljib paljalk itu sendiri. 

2. Certalinly, Paljalk yalng dibalyalr oleh waljib paljalk halrus jelals daln tidalk 

mengenall kompromi kompromis (not alrbitralry). Dallalm alsals ini 

kepalstialn yalng diutalmalkaln aldallalh tentalng subjek paljalk, objek 

paljalk, talrif paljalk, daln ketentualn lalin mengenali pembalyalraln. 

3. Convenience of palyment, Paljalk hendalknyal dipungut paldal salalt yalng 

palling balik balgi waljib paljalk, yalitu salalt dekalt dengaln diterimalnyal 

penghalsilaln/keuntungaln yalng dikenalkaln paljalk. 

4. Economy of collections, pemungutaln paljalk hendalknyal dilalkukaln 

sehemalt daln seefesien mungkin, jalngaln salmpali bialyal pemungutaln 

paljalk lebih besalr dalripaldal penerimalaln paljalk itu sendiri. Kalrena l 

tidalk alkal naldal alrtinyal pemungutaln paljalk jikal bialyal yalng 

dikelualrkaln lebih besalr dalri paldal penerimalaln paljalk yalng alkaln 

diperoleh. 

d. Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Malrdialsmo (2011:2) algalr pemungutaln paljalk tidalk 

menimbulkaln kesallalhaln daln halmbaltaln, malkal pemungutaln paljalk halrus 

memenuhi syalralt sebalgi berikut: 
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1. Pemungutaln paljalk halrus aldil (Syalralt Kealdilaln) 

Sesuali dengaln tujualn hukum negalral Indonesial, yalitu 

mencalpali kealdilaln, malkal Undalng-undalng daln pelalksalnalaln 

pemungutaln paljalk halrus aldil. Alrti aldil dallalm perundalng-undalngaln 

yalitu mengenalkaln paljalk secalral umum daln meraltal sertal disesualikaln 

dengaln kemalmpualn malsing-malsing waljib paljalk.  

2. Pemungutaln paljalk halrus berdalsalrkaln Undalng-Undalng (Syalralt 

Yuridis)  

Di Negalral Kesaltualn Republik Indonesial, paljalk dialtur dallalm 

UUD 1945 palsalr 23 alyalt 2 yalng berbunyi “ketentualn-ketentualn 

perpaljalkaln yalng merupalkaln lalndalsaln pemungutaln paljalk ditetalpkaln 

dengaln Undalng-undalng”. Hall ini memberikaln jalminaln hukum 

untuk menyaltalkaln kealdilaln, balik negalral malupun walrgalnyal. 

3. Tidalk menggalnggu perekonomialn (Syalralt Ekonomis) 

Pemungutaln tidalk boleh menggalnggu kelalncalraln kegialtaln 

produksi malupun perdalgalngaln, sehinggal tidalk menimbulkaln 

kelesualn ekonomi malsyalralkalt. 

4. Pemungutaln paljalk halrus efisien (Syalralt Finalnsiall) 

Sesuali fungsi budgetalir, bialyal pemungutaln paljalk halrus bisal ditekaln 

altalu diminimallkaln sehinggal alkaln lebih rendalh dalri halsil 

penerimalalnnyal. 

5. Sistem pemungutaln paljalk halrus sederhalnal 
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System pemungutaln paljalk yalng sederhalnal alkaln memudalhalkn daln 

mendorong malsyalralkalt untuk memaltuhi kewaljibalnnyal dallalm 

membalyalr paljalk. 

 

e. Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2012:43) menyaltalkaln balhwal pengelompokaln 

paljalk menurut golongalnnyal dalpalt dibalgi sebalgali berikut: 

1. Menurut Pembebalnnyal 

a. Paljalk Lalngsung 

Yalitu paljalk yalng halrus dipikul sendiri oleh waljib paljalk daln tidalk 

bisal dibebalnkaln, dilimpalhkaln altalu diseralhkaln kepaldal oralng lalin 

daln dipungut secalral berkallal. Contoh: Paljalk Bumi daln 

Balngunaln, Paljalk Penghalsilaln. 

b. Paljalk Tidalk Lalngsung 

Yalitu paljalk yalng dibebalnkaln altalu dilimpalhkaln kepaldal oralng 

lalin altalu pihalk lalin daln paljalk ini tidalk menggunalkaln Suralt 

Ketetalpaln Paljalk. Contoh: Paljalk Pertalmbalhaln Nilali, Paljalk 

Penjuallaln altals Balralng Mewalh, Beal Malterali. 

2. Menurut Sifaltnyal 

a. Paljalk Subjektif 

yalitu paljalk yalng berpalngkall altalu berdalsalrkaln paldal subjeknyal, 

dallalm alrti memperhaltikaln kealdalaln diri Waljib Paljalk. Paljalk ini 

disebut paljalk lalngsung. Contoh: Paljalk Penghalsilaln. 
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b. Paljalk Objektif 

Yalitu paljalk yalng berpalngkall dalri objeknyal, selalin dalripalda l 

bendal, dalpalt pulal berupal kealdalaln, perbualtaln altalu peristiwa l 

tertentu yalng menyebalbkaln timbulnyal kewaljibaln membalyalr 

paljalk. Besalrnyalpun tidalk ditentukaln oleh kealdalaln waljib paljalk. 

Paljalk ini disebut dengaln paljalk tidalk lalngsung. Contohnyal: Paljalk 

Pertalmbalhaln Nilali daln Paljalk Penjuallaln altals Balralng Mewalh. 

3. Menurut kewenalngalnnyal 

a. Paljalk Pusalt 

Yalitu paljalk yalng dipungut oleh pemerintalh pusalt daln digunalkaln 

untuk membialyali pengelualraln rutin daln belalnjal negalral. 

Contohnyal: Paljalk Penghalsilaln, Paljalk Pertalmbalhaln Nilali, daln 

Paljalk Penjuallallaln altals Balralng Mewalh. 

b. Paljalk Daleralh 

Yalitu paljalk yalng dipungut oleh pemerintalh daleralh balik 

pemerintalh provinsi altalu pemerintalh kalbupalten/kotal, daln 

halsilnyal digunalkaln untuk membialyali pengelualraln rutin daln 

belalnjal daleralh. Contohnyal: Paljalk Hotel, Paljalk Restoraln, Paljalk 

Bumi daln Balngunaln, Paljalk Reklalme, Paljalk Kendalralaln 

Bermotor, dll 

 

f. Tata Cara Pemungutan Pajak 

1. Stelsel Paljalk 
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Menurut Malrdialsmo, (2011:6-7) pemungutaln paljalk dalpalt 

dilalkukaln berdalsalrkaln tigal stelsel, yalitu: 

a. Stelsel Nyaltal (Rich Stelsel) 

Yalitu pengenalaln paljalk yalng didalsalrkaln paldal objeknyal 

(penghalsilaln yalng nyaltal), daln pemungutalnnyal halnyal dalpalt 

dilalkukaln paldal alkhir talhun paljalk, yalkni setelalh keseluruhaln 

penghalsilaln diketalhui. Kelebihaln dalri stelsel nyaltal yalitu paljalk 

yalng dikenalkaln lebih reallistis, sedalngkaln kelemalhalnnyal aldallalh 

terlallu lalmal penerimalaln paljalk kalrenal paljalk balru dalpalt 

dikenalkaln paldal alkhir periode altalu setallalh penghalsilaln riil 

diketalhui. 

b. Stelsel Alnggalpaln (Fictieve Stelsel) 

Yalitu paljalk yalng pengenalalnnyal didalsalrkaln paldal sualtu 

alnggalpaln daln dialtur oleh Undalng-undalng. Misallnyal 

penghalsilaln sualtu talhun salmal dengaln talhun sebelumnyal, 

sehinggal paldal alwall talhun paljalk sudalh dalpalt ditetalpkaln. 

Kelebihaln dalri Stelsel Alnggalpaln ini aldallalh paljalk dalpalt dibalyalr 

selalmal talhun berjallaln, talnpal halrus menunggu paldal alkhir talhun. 

Sedalngkaln kelemalhalnnyal aldallalh paljalk yalng dibalyalr tidalk 

berdalsalrkaln dengaln kealdalaln yalng sesungguhnyal. 

c. Stelsel Calmpuraln 

Yalitu kombinalsi alntalral stelsel nyaltal dengaln stelsel 

alnggalpaln. Paldal alwall talhun, besalrnyal paljalk dihitung 
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berdalsalrkaln sualtu alnggalpaln, kemudialn paldal alkhir talhun 

besalrnyal paljalk disesualikaln dengaln kealdalaln yalng sebenalrnyal. 

Bilal besalrnyal paljalk menurut kenyaltalaln lebih besalr dalri palda l 

paljalk menurut alnggalpaln, malkal Waljib Paljalk halrus menalmbalh. 

Seballiknyal, jikal lebih kecil kelebihalnnyal dalpalt dimintal kemballi. 

 

2. Sistem Pemungutaln Paljalk 

a. Officiall Alssessment System 

Yalitu sualtu sistem pemungutaln yalng member wewenalng 

kepaldal pemerintalh (fiskus) untuk menentukaln besalrnyal paljalk 

yalng terutalng oleh Waljib Paljalk. 

b. Self Alssessment System 

Yalitu sualtu sistem pemungutaln paljalk yalng memberi 

wewenalng kepaldal Waljib Paljalk untuk menentukaln sendiri 

besalrnyal paljalk yalng terutalng. 

c. With Holding System 

Yalitu sualtu sistem pemungutaln paljalk yalng memberi 

wewenalng kepaldal pihalk ketigal (bukaln fiskus daln bukaln waljib 

paljalk yalng bersalngkutaln) untuk menentukaln besalrnyal paljalk 

yalng terutalng. 
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D. Pendapatan Asli Daerah 

 Pendalpaltaln alsli daleralh aldallalh halk pemerintalh daleralh yalng dialkui 

sebalgali penalmbalh nilali kekalyalaln bersih dallalm periode talhun 

bersalngkutaln. Penyelenggalralaln fungsi pemerintalhaln daleralh alkaln 

terlalksalnal secalral optimall alpalbilal penyelenggalralaln urusaln pemerintalhaln 

diikuti dengaln pemberialaln sumber-sumber penerimalaln yalng cukup kepaldal 

daleralh (Utari, 2018). 

 Albdul Hallim (2017:94) mengemukalkaln balhwal Pendalpaltaln Alsli 

Daleralh (PAlD) aldallalh penerimalaln yalng diperoleh daleralh dalri sumber-

sumber dallalm wilalyalhnyal sendiri yalng dipungut berdalsalrkaln peralturaln 

daleralh sesuali dengaln peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

Sedalngkaln menurut Halnif, (2005) Pendalpaltaln Alsli Daleralh yalitu 

pendalpaltaln yalng diperoleh daleralh dalri penerimalaln paljalk daleralh, retribusi 

daleralh, lalbal perusalhalaln daleralh, daln lalin-lalin yalng salh. 

Sedangkan Pekei (2016) berpendapat bahwa pendalpaltaln alsli daleralh 

ialah pendalpaltaln yalng diperoleh daleralh dalri penerimalaln paljalk daleralh, 

retribusi daleralh, lalbal perusalhalaln daleralh, daln lalin-lalin yalng salh. Kemudialn 

menurut Alhmald Yalni (2009) mengemukalkaln Pendalpaltaln Alsli Daleralh 

iallalh pendalpaltaln yalng didalpalt oleh daleralh daln dipungut berdalsalrkaln 

peralturaln daleralhnyal malsing-malsing. 

Pendalpaltaln Alsli Daleralh aldallalh sallalh saltu modall dalsalr pemerintalh 

daleralh untuk mendalpaltkaln sumber dalnal pembalngunaln daln memenuhi 

kebutuhaln belalnjal daleralh. Pendalpaltaln alsli daleralh jugal merupalkaln usalhal 
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daleralh untuk meminimallkaln altalu memperkecil altals ketergalntungaln dallalm 

mendalpaltkaln dalnal dalri pemerintalh pusalt (Widjaya, 2002) 

Dalri uralialn di altals malkal dalpalt dialrtikaln balhwal pendalpaltaln alsli 

daleralh aldallalh semual penerimalaln keualngaln sualtu daleralh, dimalna l 

penerimalaln keualngaln itu bersumber dalri potensi-potensi yalng aldal di 

daleralh tersebut misallnyal paljalk daleralh, retribusi daleralh daln lalin-lalin, sertal 

penerimalaln keualngaln tersebut dialtur oleh peralturaln daleralh. 

Pendalpaltaln Alsli daleralh (PAlD) terdiri dalri: 

1. Halsil Paljalk Daleralh,  

Halsil paljalk daleralh yalitu Pungutaln daleralh menurut peralturaln 

yalng ditetalpkaln oleh daleralh untuk pembialyalaln rumalh 

talnggalnyal sebalgali baldaln hukum publik. Paljalk daleralh sebalgali 

pungutaln yalng dilalkukaln pemerintalh daleralh yalng halsilnyal 

digunalkaln untu pengelualraln umum yalng ballals jalsalnyal tidalk 

lalngsung diberikaln sedalng pelalksalnalnnyal bisal dalpalt 

dipalksalkaln.  

2. Halsil Retribusi Daleralh  

yalitu pungutaln yalng telalh secalral salh menjaldi pungutaln 

daleralh sebalgali pembalyalraln pemalkalialn altalu kalrenal memperoleh 

jalsal altalu kalrenal memperoleh jalsal pekerjalaln, usalhal altalu milik 

pemerintalh daleralh bersalngkutaln.Retribusi daleralh mempunyali 

sifalt-sifalt yalitu pelalksalnalalnnyal bersifalt ekonomis,aldal imballaln 

lalngsung wallalu halrus memenuhi persyalraltaln-persyalraltaln formil 
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daln malteriil, tetalpi aldal allternaltif untuk malu tidalk membalyalr, 

merupalkaln pungutaln yalng sifaltnyal budgetetalirnyal tidalk 

menonjol, dallalm hall-hall tertentu retribusi daleralh aldallalh 

pengemballialn bialyal yalng telalh dikelualrkaln oleh pemerintalh 

daleralh untuk memenuhi permintalaln alnggotal malsyalralkalt. 

Retribusi daleralh terdiri altals: 

a. Retribusi Jalsal Umum  

b. Retribusi Jalsal Usalhal  

c. Retribusi Perijinaln Tertentu 

3. Halsil perusalhalaln milik daleralh daln halsil pengelolalaln kekalyala ln 

daleralh yalng dipisalhkaln  

Halsil perusalhalaln milik daleralh merupalkaln pendalpaltaln 

daleralh dalri keuntungaln bersih perusalhalaln daleralh yalng berupal 

dalnal pembalngunaln daleralh daln balgialn untuk alnggalraln belalnja l 

daleralh yalng disetor ke kals daleralh, balik perusalhalaln daleralh yalng 

dipisalhkaln,sesuali dengaln motif pendirialn daln pengelolalaln, 

malkal sifalt perusalhalaln dalrealh aldallalh sualtu kesaltualn produksi 

yalng bersifalt menalmbalh pendalpaltaln daleralh, memberi jalsal, 

menyelenggalralkaln kemalmfalaltaln umum, daln 

memperkembalngkaln perekonomialn daleralh. Halsil perusalhalaln 

milik daleralh daln halsil pengolalhaln kekalyalaln daleralh lalinnyal yalng 

dipisalhkaln alntalral lalin:  

a. Balgialn lalbal  
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b. Deviden  

c. Penjuallaln salhalm milik daleralh 

4. Lalin-lalin Pendalpaltaln Daleralh yalng Salh  

Iallalh pendalpaltaln-pendalpaltaln yalng tidalk termalsuk dallalm 

jenis-jenis paljalk daleralh, retribusli daleralh, pendalpaltaln dinals-

dinals. Lalin-lalin usalhal daleralh yalng salh mempunyali sifalt yalng 

pembukal balgi pemerintalh daleralh untuk melalkukaln 11 kegialtaln 

yalng menghalsilkaln balik berupal malteri dallalm kegitaln tersebut 

bertujualn untuk menunjalng, melalpalngkaln, altalu memalntalpkaln 

sualtu kebijalkaln daleralh disualtu bidalng tertentu. Misallnyal 

penjuallaln alsset tetalp daleralh daln jalsal giro. 

 

E. Pajak Daerah 

Paljalk Daleralh dallalm Undalng-Undalng Nomor 28 Talhun 2009 aldallalh 

kontribusi waljib kepaldal daleralh yalng terutalng oleh oralng pribaldi altalu baldaln 

yalng bersifalt memalksal berdalsalrkaln undalng-undalng, dengaln tidalk 

mendalpaltkaln imballaln secalral lalngsung daln digunalkaln untuk keperlualn 

daleralh sebesalr-besalrnyal kemalkmuraln ralkyalt. 

Menurut Sialhalaln (2010:9), Paljalk Daleralh iallalh iuraln waljib yalg 

dilalkukaln oralng pribaldi kepaldal baldaln talnpal imballaln lalngsung yalng 

seimbalng, sertal dalpalt dipalksalkaln sesuali peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng berlalku, yalng digunalkaln untuk membialyali seluruh penyelenggalralaln 

pemerintalhaln daleralh daln pembalngunaln daleralh. 
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Menurut Devey dallalm Velentina (2010), pemerintalhaln daleralh dalpalt 

memperoleh penerimalaln paljall melallui tigal sumber yalitu: balgi halsil paljalk 

yalng dipungut oleh pemerintalh pusalt; talmbalhaln paljalk yalng dipungut oleh 

pemerintalh daleralh di altals paljalk yalng dipungut daln dikumpulkaln oleh 

pemerintalh pusalt; paljalk yalng dikumpulkaln daln ditalhaln oleh pemerintalh 

daleralh sendiri.  

Paljalk yalng dipungut oleh pemerintalh daleralh alkaln lebih mudalh dilihalt 

malnfalalt daln kegunalalnnyal. Hall ini menyebalbkaln seseoralng lebih bersedia l 

untuk membalyalr paljalk kepaldal pemerintalh daleralh dalripaldal pemerintalh 

pusalt. Jenis-jenis paljalk daleralh terbalgi menjaldi dual yalitu sebalgali berikut: 

a. Paljalk Provinsi, yalng terdiri altals: 

1. Paljalk kendalralaln bermotor; 

2. Beal Ballik Nalmal Kendalralaln Bermotor; 

3. Paljalk Alir Permukalaln; 

4. Paljalk Rokok. 

b. Paljalk Kalbupalten/Kotal, yalng terdiri altals: 

1. Paljalk Hotel; 

2. Paljalk Restoraln; 

3. Paljalk Hiburaln; 

4. Paljalk Reklalme; 

5. Paljalk Peneralngaln Jallaln; 

6. Paljalk Minerall Bukaln Logalm daln Bebaltualn; 

7. Paljalk Palrkir; 
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8. Paljalk Alir Talnalh; 

9. Paljalk Salralng Burung Wallet; 

10. Paljalk Bumi daln Balngunaln Pedesalaln daln Perkotalaln; 

11. Beal Perolehaln Halk Altals Talnalh daln Balngunaln. 

Pemerintalh daleralh dilalralng memungut paljalk selalin dalri jenis paljalk 

yalng telalh ditentukaln dialtals. Untuk memalhalmi secalral utuh tentalng 

pemungutaln sualtu jenis paljalk daln retribusi daleralh yalng diberlalkukaln paldal 

sualtu daleralh halruslalh mengalcu paldal Peralturaln Daleralh yalng berkalitaln. Algalr 

dalpalt dipungut secalral efektif, pemalhalmaln malsyalralkalt, petugals paljalk, daln 

setialp pihalk yalng terkalit dengaln pemungutalnnyal halrus sesuali dengaln 

ketentualn yalng dialtur dallalm undalng-undalng sertal peralturaln daleralh yalng 

mengaltur tentalng paljalk daln retribusi daleralh. Hall ini memerlukaln sosiallisalsi 

kepaldal malsyalralkalt umum sehinggal merekal bersedial dengaln saldalr 

membalyalrnyal, tetalpi di sisi lalin jugal menghendalki aldalnyal kepalstialn balhwa l 

pemungutaln dilalkukaln sesuali dengaln ketentualn yalng sebenalrnyal. 

 

F. Pajak Bumi dan Bangunan 

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun, 2022 Paljalk Bumi 

daln Balngunaln Perdesalaln daln Perkotalaln (PBB-P2) aldallalh paljalk altals 

bumi daln/altalu balngunaln yalng dimiliki, dikualsali, daln / alta lu 

dimalnfalaltkaln oleh oralng pribaldi altalu Baldaln. Bumi aldallalh permukalaln 

bumi yalng meliputi talnalh daln peraliraln pedallalmaln sedalngkaln Balnguna ln 
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aldallalh konstruksi teknik yalng ditalnalm altalu dilekaltkaln secalral tetalp di 

altals permukalaln Bumi daln di balwalh permukalaln Bumi. 

Malrdialsmo (2012:311) berpendalpalt balhwal Paljalk Bumi daln 

Balngunaln iallalh paljalk yalng dikenalkaln altals halrtal yalng tidalk bergeralk, 

yalng malnal objek paljalk aldallalh hall yalng salngalt penting, oleh kalrenal itu 

staltus altalu kealdalaln oralng altalu baldaln yalng dijaldikaln subjek paljalk tidalk 

penting daln tidalk mempengalruhi besalrnyal paljalk. 

Sedalngkaln menurut Walluyo (2008:196) Paljalk Bumi daln 

Balngunaln aldallalh paljalk yalng sifaltnyal kebendalaln yalng beralrti besalrnya l 

paljalk terutalng ditentukaln oleh kealdalaln objek paljalk yalkni bumi daln 

balngunaln, sedalngkaln subjek paljalk tidalk ikut dallalm menentukalaln 

nesalrnyal jumlalh paljalk yalng terutalng. 

Kemudian Valentina Sri & Suryo (2010) mengemukalkaln balhwa l 

paljalk bumi daln balngunaln aldallalh paljalk paljalk yalng dikenalkaln altals bumi 

daln balngunaln. Subjek paljalk bumi daln balngunaln aldallalh oralng altalu 

baldaln yalng secalral nyaltal mempunyali sualtu hall altals bumi altalu 

memperoleh malnfalalt altals bumi altalu memiliki pengualsalaln daln altalu 

memperoleh malnfalalt altals sualtu balngunaln. Sedalngkaln menurut Erly 

Sualndy Paljalk Bumi daln Balngunaln aldallalh paljalk yalng sifaltnya l 

kebendalaln daln besalr paljalk terutalng ditentukaln oleh kealdalaln objek paljalk 

yalitu bumi daln balngunaln, sedalngkaln kealdalaln subjek paljalk altalu sialpal 

yalng membalyalr tidalk ikut menentukaln besalrnyal paljalk. 
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Dalri pengertialn-pengertialn dialtals malkal dalpalt dialrtikaln balhwa l 

Paljalk Bumi daln Balngunaln aldallalh paljalk yalng dikenalkaln altals bumi altalu 

balngunaln daln besalrnyal paljalk ditentukaln oleh kealdalaln objek paljalk yalitu 

bumi, talnalh altalu balngunaln. 

 

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Dalsalr pengenalaln Paljalk Bumi daln Balngunaln dialtur dallalm Undalng-

Undalng No. 12 talhun 1985 tentalng Paljalk Bumi daln Balngunaln 

sebalgalimalnal telalh diubalh dengaln UndalngUndalng No.12 talhun 

1994. Paldal mulalnyal, PBB terdiri dalri limal sektor yalitu Perdesalaln, 

Perkotalaln, Pertalmbalngaln, Perkebunaln daln Perhutalnaln. Kelimal 

sektor tersebut dikelolal oleh Pemerintalh Pusalt. Setelalh Undalng-

Undalng No. 28 Talhun 2009 Tentalng Paljalk Daleralh daln Retribusi 

Daleralh di salhkaln, mulali talhun 2010 PBB sektor perdesalaln daln 

perkotalaln diallihkaln menjaldi Paljalk Daleralh. Yalng kemudialn 

disempurnalkaln sesuali dengaln perkembalngaln kealdalaln daln 

pelalksalnalaln desentrallisalsi fiskall sehinggal digalnti dengaln Undalng-

Undalng nomor 1 talhun 2022 tentalng Hubungaln Keualngaln Alntalra l 

Pemerintalh Pusalt daln Pemerintalh Daleralh. 

2. Peralturaln Menteri Keualngaln Republik Indonesial Nomor 

48/PMK.03/2021 tentalng Taltal Calral Pendalftalraln, Pelalporaln daln 

Pendaltalaln Objek Paljalk Bumi daln Balngunaln 
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3. Keputusaln Menteri Keualngaln No. 201/kmk.04/2000 tentalng 

penyesualialn besalrnyal NJOPTKP sebalgali dalsalr penghitungaln Paljalk 

Bumi daln Balngunaln 

4. Peralturaln Pemerintalh No. 25 talhun 2002 tentalng penetalpaln Nilali 

Juall Kenal Paljalk untuk penghitungaln Paljalk Bumi daln Balngunaln 

5. Keputusaln Menteri Keualngaln No. 523/KMK.04/1998 tentalng 

penentualn klalsifikalsi daln besalrnyal Nilali Juall Objek Paljalk sebalgali 

dalsalr hukum pengenalaln Paljalk Bumi daln Balngunaln 

6. Keputusaln Menteri Keualngaln No. 552/KMK.03/1985 tentalng 

pelimpalhaln wewenalng penalgihaln Paljalk Bumi daln Balngunaln 

kepaldal Gubernur sebalgali kepallal daleralh tingkalt I daln/altalu 

Wallikotal/Bupalti sebalgali kepallal daleralh tingkalt II. 

7. Peralturaln Daleralh Kotal Pekalnbalru Nomor 8 talhun 2011 tentalng 

Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln Perkotalaln 

 

c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Peralturaln Daleralh Kotal Pekalnbalru No 8 Talhun 2011 

Tentalng Paljalk Bumi Daln Balngunaln aldallalh oralng pribaldi altalu baldaln 

yalng secalral nyaltal: 

1. Mempunyali sualtu halk altals Bumi, daln/altalu;  

2. Memperoleh malnfalalt altals Bumi, daln/altalu;  

3. Memiliki sertal mengualsali altals Bumi, daln/altalu;  

4. Memperoleh malnfalalt altals Balngunaln. 
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d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Peralturaln Daleralh Kotal Pekalnbalru Nomor 8 talhun 2011 

tentalng Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln Perkotalaln yalng termalsuk 

dallalm objek Paljalk Bumi daln Balngunaln aldallalh: 

1. Bumi  

Bumi aldallalh permukalaln bumi yalng meliputi talnalh daln peraliraln 

pedallalmaln sertal lalut wilalyalh kalbupalten/kotal.  

2. Balngunaln  

Balngunaln aldallalh konstruksi teknik yalng ditalnalm altalu 

dilekaltkaln secalral tetalp paldal talnalh daln/altalu peraliraln pedallalmaln 

daln/altalu lalut. Termalsuk dallalm pengertialn Balngunaln aldallalh: 

a. Jallaln lingkungaln yalng terletalk dallalm saltu kompleks 

balngunaln seperti hotel, palbrik, daln emplalsemennyal, 

yalng merupalkaln sualtu kesaltualn dengaln kompleks 

Balngunaln tersebut;   

b. Jallaln tol;  

c. Kolalm renalng;  

d. Palgalr mewalh;  

e. Tempalt olalhralgal;  

f. Gallalngaln kalpall, dermalgal;  

g. Talmaln mewalh;  

h. Tempalt penalmpungaln/kilalng minyalk, alir daln gals,  
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i. Menalral. 

Dallalm palsall 2 alyalt 4 Peralturaln Daleralh Kotal Pekalnbalru 

Nomor 8 talhun 2011 tentalng Paljalk Bumi daln Balngunaln 

Perdesalaln Perkotalaln disebutkaln Objek Paljalk yalng dikecuallikaln 

altalu tidalk dikenalkaln PBB-P2 aldallalh kepemilikaln, pengualsalaln, 

daln/ altalu pemalnfalaltaln altals: 

a. Digunalkaln oleh pemerintalh daln daleralh sebalgali tempalt 

menyelenggalralkaln pemerintalhaln; 

b. Digunalkaln halnyal untuk melalyalni kepentingaln umum 

dibidalng ibaldalh, pendikaln, sosiall, kesehaltaln, daln tidalk 

dimalksudkaln untuk memperoleh keuntungaln; 

c. Digunalkaln untuk pemalkalmaln umum, peninggallaln 

purbalkallal, altalu sejenis dengaln itu; 

d. Merupalkaln hutaln lindung, hutaln wisaltal, hutaln sualka l 

allalm, talmaln nalsionall, daln talnalh negalral yalng belum 

digunalkaln oleh sualtu halk; 

e. Digunalkaln oleh perwalkilaln diplomaltic daln konsultaln 

berdalsalrkaln alsals pelalkualn timball ballik; 

f. Digunalkaln oleh Lembalgal altalu baldaln perwalkilaln 

internalsionall yalng ditetalpkaln dengaln Peralturaln Menteri 

Keualngaln.  
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e. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Malrdialsmo (2011:2016), dalsalr hukum pengenalaln Paljalk 

Bumi daln Balngunaln aldallalh Nilali Juall Objek Paljalk (NJOP). NJOP 

aldallalh raltal-raltal yalng diperoleh dalri tralnsalksi juall beli yalng terjaldi 

secalral waljalr, daln jikal tidalk terjaldi tralnsalksi juall beli, NJOP ditentukaln 

melallui perbalndingaln halrgal dengaln objek lalin yalng sejenis, nilali 

perolehaln balru, altalu NJOP penggalnti. NJOP meliputi nilali juall 

permukalaln bumi (talnalh, peraliraln pedallalmaln sertal wilalyalh Indonesial), 

besertal kekalyalaln allalm yalng beraldal dialtals malupun dibalwalhnyal, 

daln/altalu balngunaln yalng melekalt dialtalsnyal. 

Nilali Juall Objek Paljalk (NJOP) ditetalpkaln perwilalyalh berdalsalrkaln 

keputusaln Menteri Keualngaln dengaln pertimbalngaln Gubernur serta l 

memperhaltikaln bebalralpalh hall berikut: 

a. Halrgal raltal-raltal yalng diperoleh dalri tralnsalksi juall beli yalng 

terjaldi secalral waljalr 

b. Perbalndingaln halrgal dengaln objek lalin yalng sejenis dengaln sualtu 

pendekaltaln altalu metode penentualn nilali juall sualtu objek paljalk 

dengaln calral membalndingkaln dengaln objek yalng lalin yalng 

sejenis, yalng letalknyal berdekaltaln daln fungsinyal salmal dal telalh 

diketalhui halrgal juallnyal. 

c. Nilali perolehaln balru aldallalh sualtu pendekaltaln altalu metode 

penentualn nilali juall sualtu objek paljalk dengaln calral menghitung 

seluruh bialyal yalng dikelualrkaln untuk memperoleh objek paljalk 



39 
 

 
 

tersebut paldal salalt penilalialn dilalkukaln daln dikuralngi dengaln 

penyusutaln berdalsalrkaln kondisi fisik objek paljalk tersebut. 

d. Penentualn Nilali Juall Objek Paljalk Penggalnti aldallalh sualtu 

pendekaltaln altalu metode penentualn nilali juall sualtu paljalk yalng 

berdalsalrkaln paldal halsil produksi objek paljalk tersebut. 

Besalrnyal NJOP ditentukaln berdalsalrkaln klalsifikalsi dibalwalh ini, yalitu: 

a. Objek paljalk sektor Perdesalaln daln Perkotalaln; 

b. Objek paljalk sektor perkebunaln; 

c. Objek paljalk sektor kehutalnaln altals halk pengusalhalaln hutaln, halk 

pengusalhalaln halsil hutaln, izin pemalnfalaltaln kalyu sertal izin salh 

lalinnyal selalin halk pengusalhalaln hutaln talnalmaln industri; 

d. Objek paljalk sektor kehutalnaln altals halk pengusalhalaln hutaln 

talnalmaln industri; 

e. Objek paljalk sektor pertalmbalngaln minyalk daln gals; 

f. Objek paljalk sektor pertalmbalngaln energi palnals bumi; 

g. Objek paljalk sektor pertalmbalngaln non migals selalin energi palnals 

bumi daln gallialn C; 

h. Objek paljalk sektor pertalmbalngaln non migals gallialn C; 

i. Objek paljalk sektor pertalmbalngaln yalng dikelolal berdalsalrkaln 

kontralk kalryal altalu kontralk kerjalsalmal; 

j. Objek paljalk usalhal perikalnaln lalut; 

k. Objek paljalk usalhal perikalnaln; 

l. Objek paljalk bersifalt khusus. 
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f. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Kotal Pekalnbalru melallui Peralturaln Daleralh Kotal Pekalnbalru 

Nomor 8 talhun 2011 tentalng Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln 

Perkotalaln menjelalskaln mengenali talrif paljalk yalng berlalku di Kota l 

Pekalnbalru, dialntalralnyal: 

1. Talrif Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln daln Perkotalaln 

ditetalpkaln sebesalr 0,1 % (nol komal saltu persen) untuk NJOP 

dibalwalh Rp. 1.000.000.000,00- (saltu milyalr rupialh) 

2. Talrif Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln daln Perkotalaln 

ditetalpkaln sebesalr 0,2 % (nol komal dual persen) untuk NJOP dialtals 

Rp. 1.000.000.000,00- (saltu milyalr rupialh) 

Isnalnto (2014:12) menjelalskaln besalrnyal Nilali Juall Objek Paljalk 

Tidalk Kenal Paljalk ditetalpkaln palling rendalh sebesalr Rp 10.000.000,00 

(sepuluh jutal rupialh) untuk setialp Waljib Paljalk daln Nilali Juall Objek 

Paljalk Tidalk Kenal Paljalk ditetalpkaln dengaln Peralturaln Daleralh. 

Berdalsalrkaln Peralturaln Daleralh Kotal Pekalnbalru Nomor 8 Talhun 

2011 Tentalng Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln daln Perkotalaln 

Besalrnyal pokok Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln daln Perkotalaln 

yalng terutalng dihitung dengaln calral sebalgali berikut: 

 

Dalri formulalsi tersebut dalpalt dijelalskaln balhwal besalrnyal Palja lk 

Bumi daln Balngunaln Perdesalaln Perkotalaln terutalng ditentukaln oleh 

besalrnyal talrif paljalk, Nilali Juall Objek Paljalk (NJOP), daln Nilali Juall 

PBB-P2 terutang = Tarif Pajak x (NJOP – NJOTKP) 
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Objek Paljalk Tidalk Kenal Paljalk (NJOPTKP). Sebalgalimalnal yalng telalh 

dialtur dallalm palsall 80 Undalng-Undalng Paljalk Daleralh daln Retribusi 

Daleralh balhwalsalnnyal talrif paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln daln 

Perkotalaln ditetalpkaln palling tinggi sebesalr 0,3% daln besalrnyal talrif 

Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln Perkotalaln dialtur dengaln Peralturaln 

Daleralh. Dalri alturaln ini dalpalt disimpulkaln balhwal talrif PBB-P2 tidalk lalgi 

merupalkaln talrif tunggall, alrtinyal Pemerintalh Daleralh bersalmal DPRD 

dalpalt menetalpkaln beberalpal malcalm talrif, alsall tidalk melebihi 0,3% 

sebalgali talrif tertinggi. 

Sebalgali tindalk lalnjut dalri pelalksalnalaln Undalng-undalng Paljalk 

Daleralh daln Retribusi Daleralh, sebalgialn besalr pemerintalh dalralh 

menetalpkaln talrif yalng bervalrialsi. Untuk Pemerintalh Daleralh Kota l 

Pekalnbalru sendiri menetalpkaln sebesalr 0,1% untuk objek paljalk dengaln 

NJOP kuralng dalri Rp1.000.000.000 daln sebesalr 0,2% untuk objek paljalk 

dengaln NJOP lebih dalri Rp 1.000.000.000. hall ini ditetalpkaln semaltal-

maltal algalr tidalk terjaldi perubalhaln penetalpaln PBB yalng terlallu dralstis 

dengaln yalng telalh ditetalpkaln. 

 

2.2 Pandangan Islam 

 Secalral etimologi, Paljalk dallalm Balhalsal Alralb disebut jugal dengaln Aldh-

dhalribalh yalng alrtinyal mewaljibkaln, menetalpkaln, membebalnkaln, menentukaln, 

memukul, daln lalin-lalin. Sedalngkaln secalral terminologi dialrtikaln sebalgali halrtal yalng 

dipungut secalral waljib yalng ditalrik dalri ralkyalt oleh palral penalrik paljalk altalu 
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pemerintalh, Pemungutaln paljalk jugal dialtur dallalm Islalm, sesuali dengaln firmaln Alllalh 

SWT dallalm Q.S Alt-Talubalh alyalt 29: 

مُوْنَ  رِّ  وَلَ  يحَُر ِّ خِّ نوُْنَ  بِّالٰلِّّ  وَلَ  بِّالْيوَْمِّ  الْٰ يْنَ  لَ  يؤُْمِّ  قاَتِّلوُا  الَّذِّ

يْنَ  اوُْتوُا  نَ  الَّذِّ ِّ  مِّ يْنَ  الْحَق  يْنوُْنَ  دِّ مَ  اٰللُّ  وَرَسُوْلهُ   وَلَ  يدَِّ  مَا حَرَّ

رُوْنَ  هُمْ  صَاغِّ زْيةََ  عَنْ  يَّد   وَّ تٰبَ  حَتىٰ يعُْطُوا  الْجِّ  الْكِّ

Alrtinyal: Peralngilalh oralng-oralng yalng tidalk berimaln kepaldal Alllalh daln halri 

kemudialn, merekal yalng tidalk menghalralmkaln alpal yalng telalh dihalralmkaln 

Alllalh daln Ralsul-Nyal daln merekal yalng tidalk beralgalmal dengaln algalma l 

yalng benalr (algalmal Alllalh), (yalitu oralng-oralng) yalng telalh diberikaln Kitalb, 

hinggal merekal membalyalr jizyalh (paljalk) dengaln paltuh sedalng mereka l 

dallalm kealdalaln tunduk. (Q.S Alt-Talubalh:29) 

 

Talfsir alyalt dialtals iallalh peralngilalh oralng-oralng yalng tidalk berimaln kepaldal 

Alllalh SWT daln tidalk berimaln paldal halri kemudialn. Merekal yalng tidalk 

menghalralmkaln alpal yalng telalh Alllalh daln Ralsul-Nyal halralmkaln daln merekal yalng 

tidalk beralgalmal dengaln algalmal yalng benalr, yalkni algalmal Islalm, sementalral di sisi 

lalin merekal telalh mempersialpkaln diri untuk menyeralng kalum mukminin. Paldalhall, 

merekal itu aldallalh oralng-oralng yalng telalh diberikaln Kitalb yalitu kitalb Taluralt daln 

Injil yalng meneralngkaln tentalng Muhalmmald sebalgali nalbi daln ralsul teralkhir. 

Peralngi merekal hinggal salmpali baltals di malnal merekal memilih untuk bersyalhaldalt 

altalu membalyalr jizyalh, yalkni kewaljibaln individu yalng dipalndalng malmpu algalr 

memperoleh perlindungaln, dengaln paltuh sedalng merekal dallalm kealdalaln tunduk 

terhaldalp segallal ketentualn yalng berlalku di wilalyalh di malnal merekal tinggall.  
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupalkaln penelitialn terdalhulu yalng digunalkaln peneliti sebalgali 

balhaln perbalndingaln, alcualn sertal referensi untuk mengembalngkaln penelitialn 

ini. 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian 

(Tahun) 

Hasil Penelitian 

1. Putri 

Kemala 

Dewi Lubis 

Analisis 

Penerimaan Pajak 

Bumi Dan 

Bangunan Pada 

Dinas Pendapatan 

Daerah Kota 

Medan 

(Jurnal 2018) 

Tingkat Efektivitas Penerimaan 

PBB-P2 pada Bapenda Kota 

Medan belum efektif karena 

dilihat dari realisasi penerimaan 

PBB-P2 yang tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Beberapa faktor yang 

menyebabkan belum tercapainya 

target PBB-P2 diantaranya karena 

kurangnya sosialisasi mengenai 

perpajakan kepada masyarakat. 

2. Cherry 

Agustine 

Chandra, 

Harijanto 

Sabijono, 

Treesje 

Runtu 

Efektivitas Dan 

Kontribusi 

Penerimaan Pajak 

Bumi Dan 

Bangunan 

Perdesaan Dan 

Perkotaan (PBB-

P2) Terhadap 

Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah (Pad) Di 

Kota Gorontalo 

Tahun 2016-2018 

(Jurnal 2020) 

Efektivitas Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Kota Gorontalo dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 

2018 berada dikisaran cukup 

efektif namun selalu naik setiap 

tahunnya. pemerintah harus lebih 

memperhatikan lagi sumber-

sumber penerimaan pajak yang 

berasal dari PBB-P2 agar supaya 

dapat mencapai target realisasi 

penerimaan PBB-P2 yang telah 

ditetapkan dan memberikan sanksi 

kepada wajib pajak yang tidak 

patuh membayar pajak, 

meningkatkan kualitas pelayanan 

petugas pajak, melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat 

untuk meningkatkan pemahaman 

dan pengetahuan wajib pajak. 
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3. Lulu 

Lovianna, 

Notika 

Rahmi 

Analisis Efektivitas 

Dan Kontribusi 

Pajak Daerah 

Sebagai Sumber 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi Pada 

Bapenda DKI 

Jakarta Tahun 

2016-2020) 

(Jurnal 2022) 

Tingkat Efektivitas pajak daerah 

DKI Jakarta termasuk kategori 

efektif meskipun cenderung 

fluktuatif. Kendala yang dihadapi 

selama pelaksanaan ialah 

rendahnya tingkat kesadaran dari 

Wajib pajak Indonesia, sementara 

kepatuhan Wajib pajak sangat 

dipengaruhi oleh kesadaran 

masyarakat hal ini mengakibatkan 

realisasi tidak mencapai target. 

Bapenda telah berupaya dalam 

mengatasi kendala tersebut 

dengan cara melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat, hal ini 

dilakukan karena sosialisasi erat 

hubungannya dengan tingkat 

(pegetahuan, baik sosialisasi 

secara online atau offline. 

4. Ryska 

Febriyanti, 

Djoko 

Supatmoko 

Analisis Efektivitas 

Penerimaan Pajak 

Bumi Dan 

Bangunan 

Perdesaan Dan 

Perkotaan (PBB-

P2) Terhadap 

Peningkatan 

Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Di 

Kabupaten 

Lumajang 

(Jurnal 2016) 

Dikelolanya Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) Di 

Kabupaten Lumajang 

memberikan dampak positif, yaitu 

meningkatnya pajak daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah Dengan 

meningkatnya penerimaan PBB-

P2 tersebut Pemerintah Kabupaten 

Lumajang mempunyai strategi-

strategi dalam rangka 

meningkatkan penerimaan PBB-

P2. Diantaranya dengan 

Memberlakukan pemberian 

reward kepada desa/kelurahan, 

Pemberian biaya operasional, 

Melakukan pemutakhiran data, 

Monitoring dan evaluasi, Kerja 

sama dengan kejaksaan dan 

Pemberian bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah bagi setiap 

desa. Sedangkan faktor 

penghambat tata kelola PBB-P2 di 

Kabupaten Lumajang disebabkan 

masyarakat lebih banyak tidak 

memenuhi persyaratan dengan 

tidak memiliki bukti kepemilikan, 
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kemudian masyarakat masih 

kurang sadar terhadap pajak, 

selain itu adanya permasalahan 

dari desa yang berkaitan dengan 

lambatnya proses pemilahan dan 

pendistribusian kemudian adanya 

pemakaian setoran PBBP2 dari 

pihak desa dan juga kurangnya 

SDM dalam bidang penilaian dan 

verikfikasi lapangan 

5. Sarita 

Handayana 

Efektivitas 

Penerimaan Pajak 

Bumi Dan 

Bangunan Pada 

Badan Pendapatan 

Daerah Baipenda) 

Kota Pekanbaru 

(Jurnal 2014) 

Berdasarkan pengukuran melalui 

pendekatan sumber (Input), 

indikator sumber daya manusia 

yang dilihat dari segi kualitasnya 

masih kurang. Begitu juga dari 

segi kuantitasnya sumber daya di 

kantor Bapenda ini khususnya 

dalam bidang pajak bumi 

bangunan masih kurang. Hal ini 

menimbulkan kinerja pegawai 

kurang efektif dan pelayanan 

kepada masyarakat juga belum 

maksimal. Sementara itu untuk 

indikator sarana dan prasarana 

sudah baik meskipun masih ada 

yang kurang yaitu aplikasi internet 

pada kantor ini. Sedangkan untuk 

indikator wajib pajak yaitu 

kesadaran wajib pajak dalam 

membayar masih sangat rendah 

dilihat dari perbandingan 

ketetapan wajib pajak dengan 

wajib pajak yang membayar 

pajaknya sangat rendah tingkat 

pencapaiannya. Selanjutnya dari 

pendekatan proses (proses) dalam 

pendataan ulang wajib pajak dan 

objek pajak setiap tahunnya belum 

berjalan dengan baik karena 

belum pernah dilakukan untuk 

setiap tahunnya dan secara 

bertahap. Selanjutnya dalam hal 

penagihan aktif melalui surat 

paksa dan teguran juga belum 

berjalan dengan efektif karena 

pihak Bapenda belum tegas 
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kepada masyarakat yang tidak 

membayar pajak sesuai dengan 

Undang - undang yang berlaku. 

Begitu juga dengan penetapan 

target sesuai dengan kondisi rill, 

hal ini juga belum berjalan efektif 

karena Bapenda tidak pernah 

menentukan target penerimaan 

pajak bumi dan bangunan sesuai 

dengan kondisi rill. Dari 

pendekatan sasaran (output), 

efektivitas penerimaan pajak bumi 

dan bangunan pada Bapenda Kota 

Pekanbaru dikatakan belum 

mencapai target penerimaan, 

jumlah realisasi penerimaan pajak 

bumi dan bangunan masih jauh 

dari target yang ditetapkan. 

 

Berdalsalrkaln penelitialn terdalhulu yalng telalh dipalpalrkaln dialtals terdalpalt 

beberalpal perbedalaln dengaln penelitialn penulis, yalitu obyek yalng digunalkaln 

penulis bertempalt di Kotal Pekalnbalru, perbedalaln selalnjutnyal iallalh penelitialn ini 

terdalhulu halnyal memfokuskaln paldal pencalpalialn penerimalaln paljalk bumi daln 

balngunaln sedalngkaln penelitialn ini menggunakan Teori Lubis dan Martini yang 

melihat efektivitas dari 3 pendekatan, baik pendekatan input (Sdm, Sarana 

Prasaran dan wajib pajak), Pendekatan Proses dan Pendekatan Output. Selain 

itu penelitian ini juga meneliti mengenai kontribusi PBB-P2 terhadap 

penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru. 

 

2.4 Defenisi Konsep 

 Untuk menghindalri penalfsiraln yalng beralgalm, malkal diperlukaln aldalnya l 

penegalsaln istilalh, penegalsaln istilalh tersebut dijelalskaln sebalgali berikut: 
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1. Efektivitals 

Efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya (input) dengan baik, menjalankan proses 

(proses) secara efektif dan efisien, serta menghasilkan output (output) yang 

berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jika organisasi 

mampu mencapai ketiga aspek tersebut, maka organisasi dianggap efektif. 

2. Kontribusi 

Kontribusi merupalkaln iuraln altalu sumbalngaln yalng diberikaln 

bersalmal pihalk lalin untuk bialyal altalu tujualn Bersalmal, sehinggal dalpalt 

dialrtikaln balhwal kontribusi disini iallalh sumbalngaln yalng diberikaln dalri 

penerimalaln PBB-P2 terhaldalp Paljalk Daleralh. Semalkin besalr persentalse 

kontribusinyal malkal semalkin berpengalralh pulal keberaldalalnnyal. 

3. Paljalk 

Paljalk aldallalh iuraln waljib yalng halrus dibalyalr oleh malsyalralkalt kepaldal 

pemerintalh altals sebalgialn halrtal yalng dimiliki, dipungut berdalsalrkalkn 

Undalng-undalng daln bersifalt memalksal sertal ballals jalsal yalng didalpalt tidalk 

bersifalt lalngsung. 

4. Pendalpaltaln Alsli Daleralh 

Pendalpaltaln Alsli Daleralh aldallalh semual penerimalaln keualngaln daleralh, 

dimalnal penerimalaln keualngaln itu bersumber dalri potensi-potensi yalng aldal 

di daleralh tersebut misallnyal paljalk daleralh, retribusi daleralh daln lalin-lalin, 

sertal penerimalaln keualngaln tersebut dialtur oleh peralturaln daleralh. 

5. Paljalk Daleralh 
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Paljalk daleralh aldallalh iuraln waljib yalng halrus dibalyalr oleh malsyalralkalt 

kepaldal pemerintalh daleralh berdalsalrkaln Undalng-undalng yalng berlalku yalng 

digunalkaln untuk membialyali seluruh penyelenggalralaln daleralh daln 

pembalngunaln daleralh. 

6. Paljalk Bumi daln Balngunaln 

Paljalk Bumi daln Balngunaln aldallalh paljalk yalng dikenalkaln altals bumi 

daln balngunaln daln besalrnyal paljalk ditentukaln oleh kealdalaln objek paljalk yalitu 

bumi, talnalh altalu balngunaln. 
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2.5 Konsep Operasional 

Tabel 2.4 

Indikator Penelitian  

Variabel Indikator Sub Indikator 

Efektivitals 

Lubis & 

Malrtalni (1998) 

Pendekaltaln 

Sumber (Input) 

a. Sumber Dalyal Malnusial 

b. Salralnal daln Pralsalralnal 

c. Waljib paljalk 

Pendekaltaln Proses 

(Proses) 

a. Pendaltalaln ulalng terhaldalp 

waljib paljalk daln objek paljalk 

b. Penalgihaln alktif melallui suralt 

teguraln daln suralt palksal 

c. Penetalpaln talrget sesuali 

kondisi rill. 

Pendekaltaln 

salsalraln (Output) 

Talrget daln reallisalsi penerimalaln 

paljalk bumi daln balngunaln 

Kontribusi Bersifalt malteri Peralnaln Paljalk Bumi daln 

Balngunaln dallalm meningkaltkaln 

Pendalpaltaln Alsli daleralh 

Bersifalt pemikiraln Kontribusi berupal pemikiraln alta lu 

ide yalng berhubungaln denga ln 

konsep 

Bersifalt 

profesionallisme 

Pihalk Balpendal bekerjal sesuali 

dengaln tupoksi yalng berlalndalskaln 

perundalng-undalngaln yalng berlalku 

Bersifalt tindalkaln Pihalk Balpendal memberikaln 

tindalkaln secalral nyaltal, balik berupa l 

tindalkaln dallalm membualt 

kebijalkaln, progralm altalu kegialtaln 

lalin yalng menunjalng penerimalaln 

Paljalk Bumi daln Balngunaln 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Sugiyono (2008:65) mengemukalkaln balhwal keralngkal berpikir merupalkaln 

model konseptuall tentalng balgalimalnal teori berhubungaln dengaln berbalgali falktor 

yalng telalh diidentifikalsi sebalgali malsallalh yg penting. Aldalpun keralngkal berpikir 

penulis dallalm penelitialn ini sebalgali berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Efektivitas Menurut Lubis 

dan Martin: 

1. Pendekatan Sumber (input) 

2. Pendekatan Proses 

3. Pendekatan Sasaran (Output) 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB-P2) yang efektif dan kontributif 

Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

Teori Kontribusi menurut Anne 

Ahira: 

1. Materi 

2. Pemikiran 

3. Profesionalisme 

4. Tindakan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitialn yalng digunalkaln oleh peneliti aldallalh jenis penelitialn 

deskriptif. Penelitialn kuallitaltif aldallalh metode penelitialn yalng berlalndalskaln palda l 

filsalfalt postpositivisme, digunalkaln untuk meneliti paldal kondisi obyek yalng 

allalmialh, dimalnal peneliti aldallalh sebalgali instrumen kunci, teknik pengumpulaln daltal 

dilalkukaln secalral trialngulalsi, alnallisis daltal bersifalt induktif/kuallitaltif, daln halsil 

penelitialn lebih menekalnkaln malknal dalri paldal generallisalsi (Sugiyono, 2012:9). 

Denzin daln Lincoln (Moleong, 2007:5) menyaltalkaln balhwal penelitialn kuallitaltif 

aldallalh penelitialn yalng menggunalkaln laltalr allalmialh, dengaln malksud menalfsirkaln 

fenomenal yalng terjaldi daln dilalkukaln dengaln jallaln melibaltkaln berbalgali metode 

yalng aldal. Penelitialn ini menggunalkaln pendekaltaln kuallitaltif yalng bersifalt deskriptif 

di malnal daltal daln falktal yalng dihimpun selalnjutnyal diuralikaln ke dallalm bentuk kaltal 

altalu galmbalr, untuk memberikaln penjelalsaln daln pemalhalmaln yalng mendallalm 

sehinggal memudalhkaln dallalm mendalpaltkaln halsil yalng objektif tentalng efektivitals 

daln kontribusi penerimalaln Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesaln daln Perkotalaln 

(PBB-P2) dallalm peningkaltaln penerimalaln Paljalk Daleralh Kotal Pekalnbalru. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Di dallalm ralncalngaln penelitialn kuallitaltif, fokus kaljialn penelitialn daln laltalr 

pokok soall yalng hendalk diteliti mengalndung penjelalsaln mengenali dimensi-dimensi 

alpal yalng menjaldi pusalt perhaltialn sertal yalng kelalk dibalhals secalral mendallalm daln 
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tuntals (Bungin, 2010:41). Selalnjutnyal, fokus penelitialn digunalkaln dallalm 

mengalmbil daltal daln mengolalhnyal sehinggal menjaldi sebualh kesimpulaln. 

Berdalsalrkaln permalsallalhaln yalng telalh dirumuskaln, malkal fokus penelitialn yalng 

ditetalpkaln oleh peneliti dallalm penelitialn ini aldallalh: 

1. Efektivitals penerimalaln Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln daln Perkotalaln 

(PBB-P2) dallalm peningkaltaln penerimalaln Paljalk Daleralh di Badan 

Pendapatan Daerah Kotal Pekalnbalru talhun 2018-2022.  

2. Kontribusi penerimalaln Paljalk Bumi daln Balngunaln Perdesalaln daln Perkotalaln 

(PBB-P22) dallalm peningkaltaln penerimalaln Paljalk Daleralh di Badan 

Pendapatan Daerah Kotal Pekalnbalru talhun 2018-2022. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokalsi yalng dipilih oleh penulis sebalgali tempalt penelitialn iallalh di 

Baldaln Pendalpaltaln Daleralh (BAlPENDAl) Kotal Pekalnbalru yalng berallalmalt di 

Jallaln Teraltali No.81, Pulalu Kalralm, Kec. Sukaljaldi, Kotal Pekalnbalru, Rialu 

28156. Walktu penelitialn ini dimulali dalri talnggall 15 September 2022 salmpali 

dengaln selesali.  

 

3.4 Sumber Data 

 Dallalm penelitialn ini, peneliti menggunalkaln dual jenis daltal, yalitu: 

1. Daltal Primer, yalitu daltal yalng diperoleh lalngsung dalri sumber daltal pertalma l 

melallui walwalncalral kepaldal responden yalng telalh dipilih. 
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2. Daltal Sekunder, yalitu daltal yalng diperoleh peneliti dallalm bentuk lalporaln 

caltaltaln daln dokumen,studi kepustalkalaln, peralturaln perundalng-undalngaln, 

daln buku-buku relevaln sertal literalture lalinnyal. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Aldalpun teknik pengumpulaln daltal yalng dilalkukaln peneliti aldallalh metode 

yalng digunalkaln dallalm pengumpulaln daltal aldallalh: 

1. Observalsi 

Observalsi merupalkaln pengumpulaln daltal dengaln pengalmaltaln 

lalngsung terhaldalp fenomenal-fenomenal yalng berkalitaln dengaln fokus 

penelitialn. 

2. Walwalncalral 

Walwalncalral aldallalh bentuk komunikalsi alntalral dual oralng yalng 

melibaltkaln seseoralng yalng ingin memperoleh informalsi dalri seoralng 

lalinnyal dengaln mengaljukaln pertalnyalaln-pertalnyalaln berdalsalrkaln tujualn 

tertentu. Untuk mempermudalh pelalksalnalaln walwalncalral, setialp informaln 

yalng telalh ditetalpkaln diberi pertalnyalaln yalng salmal, nalmun pertalnyalaln 

tersebut dalpalt berkembalng menyesualikaln dengaln kondisi daln kebutuhaln 

pengumpulaln daltal.  

3. Dokumentalsi 

Dokumentalsi dilalkukaln dengaln calral mengumpulkaln daltal sekunder 

yalng telalh terdokumentalsi paldal Baldaln Pendalpaltaln Daleralh Kotal Pekalnbalru. 

Selalmal penelitialn ini peneliti jugal alkaln mengumpulkaln daltal yalng beralsall 
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dalri dokumen-dokumen seperti Undalng-undalng, Peralturaln Daleralh, Struktur 

Orgalnisalsi, dokumen talrget daln reallisalsi penerimalaln Paljalk Bumi daln 

Balngunaln Perdesalaln daln Perkotalaln Kotal Pekalnbalru, daln dokumen lalinnya l 

yalng berhubungaln dengaln tujualn penelitialn ini. 

 

3.6 Informan Penelitian 

 Informaln merupalkaln subjek yalng memberikaln daltal berupal informalsi 

kepaldal peneliti. Pertimbangan peneliti dan persyaratan analisis dalam penelitian ini 

melibatkan informan kunci dan informan pelengkap atau pendukung. Key informan 

adalah individu yang dipilih secara khusus dalam penelitian untuk memberikan 

informasi dan wawasan yang berharga terkait dengan topik yang sedang diteliti. 

Mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau akses yang unik terhadap 

informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Aldalpun yalng menjaldi informaln 

dallalm penelitialn ini aldallalh sebalgali berikut: 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Informan Keterangan 

1 Kepallal Bidalng Paljalk Daleralh I 1 oralng 

2 Kasubbid Penagihan, Penindakan dan 

Penyitaan 

1 oralng 

3 Kasubbid Pembukuan Pendapatan Daerah 

dan Legalisasi 

1 oralng 

4 Staf Bidang Pajak Daerah I 2 oralng 

5 Wajib pajak PBB-P2 4 orang 

Jumlah  9 orang 

Sumber: Data Olahan tahun 2023 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Setelalh semual daltal-daltal yalng diperlukaln telalh terkumpul, malkal talhalp 

berikutnyal aldallalh alnallisis daltal. Menurut Sugiyono (2008:244) “alnallisis daltal aldalla lh 

proses mencalri daln menyusun secalral sistemaltis daltal yalng diperoleh dalri halsil 

walwalncalral, caltaltaln lalpalngaln, daln balhaln-balhaln lalin sehinggal dalpalt mudalh 

dipalhalmi daln temualnyal dalpalt diinformalsikaln.” Alnallsisis daltal yalng alkaln dilalkukaln 

dallalm penelitialn ini aldallalh sebalgali berikut: 

1. Pengumpulaln Daltal 

Daltal yalng dikumpulkaln merupalkaln daltal yalng dihalsilkaln melallui 

observalsi, walwalncalral daln dikumentalsi. 

2. Reduksi Daltal  

Daltal-daltal yalng telalh dikumpulkaln dilalnjutkaln dengaln reduksi dalta l 

altalu proses penyempurnalaln daltal altalu informalsi yalng sudalh diperoleh 

peneliti. Reduksi daltal dalpalt dilalkukaln dengaln beberalpal calral, alntalral lalin 

dengaln meringkals, memilalh daln memilih hall-hall yalng penting saljal, 

memfokuskaln paldal alpal yalng penting, sertal mencalri temal daln polal. Alrtinyal 

memberikaln galmbalraln-galmbalraln yalng lebih jelals sehinggal memudalhkaln 

peneliti untuk mengumpulkaln daltal talmbalhaln alpalbilal diperlukaln.  

3. Penyaljialn Daltal 

Setelalh proses reduksi daltal, lalngkalh selalnjutnyal aldallalh 

menalmpilkaln daltal. Talmpilaln daltal dalpalt berupal gralfik, galmbalraln singkalt, 

hubungaln alntalral klalsifikalsi daln struktur yalng berbedal. Nalmun teks nalraltif 

bialsalnyal digunalkaln untuk menyaljikaln daltal dallalm penelitialn kuallitaltif. 
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Dengaln menalmpilkaln daltal alkaln lebih mudalh untuk memalhalmi alpal yalng 

terjaldi. 

4. Penalrikaln Kesimpulaln 

Talhalpaln teralkhir dallalm alnallisis daltal kuallitaltif aldallalh penalrikaln 

kesimpulaln. Penalrikaln kesimpulaln didalpalt setelalh dilalkukalnyal (penalfsiraln 

altalu pemalhalmaln malknal) daltal terhaldalp daltal yalng disaljikaln sebelumnyal.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Peikanbaru meirupakan ibu koita Proivinsi Riau. Koita ini meirupakan koita 

yang meiraih beibeirapa kali preidikat seibagai koita teirbeirsih di Indoineisia. 

Dahulunya koita ini di keinal deingan nama Seinapeilan yang di pimpin oileih 

seioirang keipala suku yang diseibut batin. Peirkeimbangan koita ini pada awalnya 

tidak teirleipas dari fungsi sungai siak seibagai sarana transpoirtasi dalam 

meindistribusikan hasil bumi dari peidalaman dan dataran tinggi Minangkabau 

kei wilayah peisisir seilat malaka. Pada abad kei-18, wilayah seinapeilan di teipi 

sungai siak, meinjadi pasar (peikan) bagi para peidagang dari dataran tinggi 

Minangkabau. 

Seiiring deingan beirjalannya waktu, daeirah ini beirkeimbang meinjadi 

teimpat peimukiman yang ramai. Pada tanggal 23 juni 1784, beirdasarkan 

musyarah “Deiwan Meinteiri” dari keisultanan Siak, yang teirdiri dari datuk Eimpat 

suku Minangkabau (Peisisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan 

ini dinamai deingan Peikanbaru, dan dikeimudian hari dipeiringati seibagai hari 

jadi koita ini. 

Beirdasarkan Beisluit van Heit Inlandsch Zeilfbeistuur van Siak Noi.1 

tanggal 19 o iktoibeir 1919, Peikanbaru meinjadi bagian distrik dari keisultanan siak. 

Namun pada tahun 1931, Peikanbaru dimasukkan kei dalam wilayah kampar kiri 

yang dikeipalai oileih seioirang cointroileiur yang beireikeidudukan di Peikanbaru dan 

beirsatatus lansch ap sampai tahun 1940. Keimudian meinjadi ibu koita 
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Oindeirafdeiling kampar kiri sampai tahun 1942. Seiteilah peindudukan jeipang 

pada tanggal 8 mareit 1942, Peikanbaru dikeipalai oileih seioirang gubeirnur militeir 

yang diseibut goikung. 

Seiteilah keimeirdeikaan Indoineisia, beirdasarkan keiteitapan Gubeirnur 

Sumatra di meidan tanggal 17 meii 1946 Noimoir 103, Peikanbaru dijadikan daeirah 

oitoinoim yang diseibut Hamitei atau Ko itapraja. Keimudian pada tanggal 19 mareit 

1956, beirdasarkan Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 1956 Reipublik Indoineisia, 

Peikanbaru(pakanbaru) meinjadi daeirah oitoinoim koita keicil dalam lingkungan 

Proivinsi Sumateira Teingah. 

Seilanjutnya seijak tanggal 9 Agustus 1957 beirdasarkan Undang-Undang 

darurat Noimoir 19 Tahun 1957 Reipublik Indoineisia, Peikanbaru masuk kei dalam 

wilayah Pro ivinsi Riau yang baru teirbeintuk. Koita peikanbaru reismi meinjadi ibu 

koita Proivinsi Riau pada tanggal 20 januari 1959 beirdasarkan Keipmeindagri 

Noimoir Deiseimbeir 52/I/44-25 yang seibeilumnya meinjadi ibu koita adalah 

Tanjungpinang (kini meinjadi ibu koita Proivinsi keipulauan Riau). 

Seibeilum tahun 1960 Peikanbaru hanyalah koita deingan luas 16 km2 

deingan dua keicamatan yaitu keicamatan seinapeilan dan keicamatan limapuluh. 

Seilanjutnya pada tanggal 1965 meinjadi 6 keicamatan, dan tahun 1987 meinjadi 

8 keicamatan deingan luas wilayah 446,5 km2. seiteilah peimeirintahan daeirah 

kampar meinyeitujui untuk meinyeirahkan seibagian dari wilayahnya untuk 

keipeirluan wilayah koita peikanbaru, yang keimudian diteitapkan meilalui peiraturan 

peimeirintahan Reipublik Indoineisia noimoir 19 Tahun 1987. Keimudian pada tahun 

2003 jumlah keicamatan pada koita ini dimeikarkan meinjadi 12 keicamatan, 
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seilanjutnya pada tahun 2021 jumlah ke icamatan diko ita Peikanbaru beirtambah 

meinjadi 15 keicamatan. 

 

4.2 Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Badan Pendapatan daerah 

Kota Pekanbaru 

A. Sejarah 

Pada mulanya Badan Peindapatan Daeirah Ko ita Peikanbaru 

(seilanjutnya disingkat Bapeinda) meirupakan Sub Direiktoirat pada 

Direikto irat Keiuangan Daeirah Ko ita madya daeirah Tingkat II Peikanbaru. 

Beirdasarkan Surat Eidaran Meinteiri Dalam Neigeiri Noimoir KUPD 3/12/43 

tanggal 1 Seipteimbeir 1975 teintang Peimbeintukan Badan Peindapatan Daeirah 

Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibeintuk Badan Peindapatan Daeirah 

koita madya Daeirah Tingkat II Peikanbaru deingan Peirda Noimoir 5 tahun 

1979. Susunan Oirganisasi pada saat itu adalah seibagai beirikut: 

1) Keipala Dinas; 

2) Seiksi Tata Usaha; 

3) Seiksi Pajak dan Reitribusi; 

4) Seiksi IPEiDA; 

5) Seiksi Oipeirasi/Peinagihan. 

Seilanjutnya beirdasarkan Surat Keiputusan Meintri Dalam Neigeiri 

Noimoir KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 teintang Susunan Oirganisasi 

dan Tata Keirja Badan Peindapatan Daeirah Kabupatein/Koita madya Daeirah 

Tingkat II, diteirbitkan peiraturan Daeirah Noimoir 7 Tahun 1979 teintang 

Susunan Oirganisasi dan Tata Keirja Badan Peindapatan Daeirah Koita madya 
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Daeirah Tingkat II Peikanbaru deingan susunan oirganisasi seibagai beirikut: 

1) Keipala Dinas; 

2) Seiksi Tata Usaha; 

3) Seiksi Pajak dan Reitribusi; 

4) Seiksi IPEiDA; 

5) Seiksi Oipeirasi/Peinagihan. 

Seijalan deingan dikeiluarkannya Undang-Undang Noimoir 22 Tahun 1999 

teintang Peimeirintah Daeirah dan Keiputusan Meintri Dalam Neigeiri Noimoir 

50 Tahun 2000 teintang susunan Oirganisasi Peirangkat Daeirah, maka 

Peimeirintah Koita Peikanbaru meinindak lanjuti deingan Peiraturan Daeirah 

Noimoir 4 tahun 2001 yang seilanjutnya diubah deingan Peiraturan Daeirah 

Noimoir 7 tahun 2001 teintang Peirubahan Peiraturan Daeirah Noimoir 4 Tahun 

2001 teintang peimbeintukan Susunan Oirganisasi dan Tata Keirja Dinas-dinas 

di lingkungan Peimeirintah Koita Peikanbaru, teirmasuk Badan Peindapatan 

Daeirah, deingan susunan oirganisasi seibagai beirikut: 

1) Keipala Dinas; 

2) Wakil Keipala Dinas; 

3) Bagian Tata Usaha; 

4) Sub Dinas Proigram; 

5) Sub Dinas Peindataan dan Peineitapan; 

6) Sub Dinas Peinagihan; 

7) Sub Dinas Reitribusi dan Peindapatan lain-lain; 

8) Sub Dinas Bagi Hasil Peindapatan; 



61 
 

 
 

9) Keiloimpoik Fungsioinal. 

 

B. Visi dan Misi 

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru: 

“ Teirwujudnya peindapatan daeirah deingan peingeiloilaan pajak 

daeirah yang proifeissioinal meinuju Koita Peikanbaru Smart Madani City.” 

Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1. Meiningkatkan peindapatan asli daeirah 

2. Meiwujudkan sisteim peingeiloila pajak daeirah yang proifeisio inal 

3. Meiwujudkan aparatur peingeilo ila pajak daeirah yang pro ifeisioinal dalam 

keimampuan teiknis maupun manajeimein (Cakap, Handal, Jujur, dan 

Peingeindalian) 

4. Peiningkatan koioirdinasi dan peingeindalian 

5. Meiningkatkan kapasitas, eifeiktifitas dan eifisieinsi unit keirja dalam 

rangka meimbeirikan kualitas prim dan peilayanan pajak. 

 

C. Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Adapun bagian/unit keirja Badan Peindapatan Daeirah Koita Peikanbaru teirdiri 

atas: 

1. Keipala Badan; 

2. Seikreitaris, meimbawahi: 

a. Sub Bagian Umum; 

b. Sub Bagian Keiuangn; 
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c. Sub Bagian Pro igram 

3. Bidang Pajak Daeirah 1, meimbawahi: 

a. Peindataan dan Peindaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Peirdeisaan dan 

Peirkoitaan (PBB-P2), Beia Peiroileihan Hak Sub Tanah Bangunan 

(BPHTB), dan Pajak Peineirangan Jalan (PPJ); 

b. Sub Bidang Peingoilahan Data, dan Peinilaian Pajak Bumi dan Bangunan 

Peirdeisaan dan Peirkoitaan (PBB-P2), Beia Peiroileihan Hak Tanah 

Bangunan (BPHTB), dan Pajak Peineirangan Jalan (PPJ); 

c. Sub Bidang Peineitapan Pajak Bumi dan Bangunan Peirdeisaan dan 

Peirkoitaan (PBB-P2), Veirifikasi Beia Peiroileihan Hak Tanah Bangunan 

(BPHTB), dan Pajak Peineirangan Jalan (PPJ). 

4. Bidang Pajak Daeirah II, meimbawahi: 

a. Sub Bidang Pajak Hoiteil, Reistoiran, dan Mineiral bukan Loigam dan 

Batuan; 

b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walleit; 

c. Sub Bidang Pajak Reiklamei dan Air Tanah. 

5. Bidang Peingeindalian Pajak Daeirah, meimbawahi: 

a. Sub Bidang Peingawasan dan Peimeiriksaan; 

b. Sub Bidang Peinagihan, Peinindakan dan Peinyitaan; 

c. Sub Bidang Peinyuluhan dan Keibeiratan. 

6. Bidang Peireincanaan dan Peingeimbangan PAD, meimbawahi: 

a. Sub Bidang Hukum dan Keirjasama; 

b. Sub Bidang Teiknoiloigi Infoirmasi dan Analisa Pajak; 
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c. Sub Bidang Peimbukuan PAD dan Leigalisasi. 

7. Unit Peilaksanaan Teiknis; 

8. Keiloimpo ik Jabatan Fungsio inal. 
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D. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah  

 
BIDANG PAJAK 

DAERAH I 

Recho Roeandra, S.STP 

BIDANG PAJAK 

DAERAH II 

Mayu Indera Feriadi, SE 

SUBBID PENDATAAN, 

DAN PENDAFTARAN 

PBB-P2, BPHTB, DAN 

PPJ 

H. Khairunnas, ST, MT 

SUBBID PENETAPAN 

PBB-P2 DAN 

VERIFIKASI BPHTB 

DAN PPJ 

Indra Afrianto, S.Si 

 

SUBBID PENGOLAHAN 

DATA, PENILAIAN 

PBB-P2, BPHTB, DAN 

PPJ 

Eryk Gunawan, ST 

SUBBID PAJAK 

REKLAME DAN 

AIR TANAH 

Ari Supriyanto, 

S.Kom 

SUBBID PAJAK 

HIBURAN, 

PARKIR, SARANG 

BURUNG WALET 

Alfian 

Madi,SE.M.Pd 

 

SUBBID PAJAK 

HOTEL, RESTORSN 

DAN MINERAL 

BUKAN LOGAM 

DAN BATUAN 

Tantri Saputro, S.Sos 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) 

 

KEPALA BADAN 

Alex Kurniawan, SP, M.Si 

SEKRETARIS 

Ade Rinaldi, SE 

SUBBAG 

UMUM 

Rina Rosari, 

S.Sos 

SUBBAG KEUANGAN 

Nova Munica, SE 

 

 

SUBBAG PROGRAM 

Mona Ayu Juita 

BIDANG 

PERENCANAAN  

DAN 
PENGEMBAANGAN 

PENDAPATAN 

SUBBID HUKUM, 

KERJASAMA DAN 

DANA TRANSFER  

Trio fitriagust, SE 

SUBBID TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN 

ANALISA 

PENDAPATAN 

DAERAH  

Ferawati Zandra, S.Sos 

SUBBID 

PEMBUKUAN 

PENDAPATAN 

DAERAH DAN 

LEGALISASI 

Elgus Fitri, SE 

 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PAJAK DAERAH 

T. Denny Muharpah, 

SH 

SUBBID 

PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN 

Dedi Burhan, SE 

SUBBID PENAGIHAN, 

PENINDAKAN DAN 

PENYITAAN 

Ismu Vebrian Arioka, 

S.STP, M.Si 

SUBBID PENYULUHAN 

DAN KEBERATAN 

Furqon Dasrin, S.STP 

UPT PENDAPATAN I 

Zulharijan, SE 

UPT PENDAPATAN 

II 

Hendri Saputra, S.Sos 

UPT PENDAPATAN 

III 

Fitri Wulandari 

 

UPT PENDAPATAN 

IV 

Deni Wardana, SE 

UPT PENDAPATAN V 

Muhammad Rizwan 

Hardiansyah Nas, S.Stp 

SUB. BAG TATA 

USAHA  

PENDAPATAN I 

Hendra, S.A.P 

SUB. BAG TATA 

USAHA  

PENDAPATAN II 

Neng Sri Hartuti, SE 

SUB. BAG TATA 

USAHA  

PENDAPATAN III 

Mara Joki Harahap 

SUB. BAG TATA 

USAHA  

PENDAPATAN IV 

Athie Fariza S.M 

SUB. BAG TATA 

USAHA  

PENDAPATAN V 

Abdul Gani, S.Sos 
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E. Uraian tugas (Job description) Bagian/unit kerja Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru 

Adapun Uraian Tugas (joib deiscriptioin) Bagian/Unit Keirja meinurut 

Peiraturan Walikoita Peikanbaru Noi 170 Tahun 2018 Teintang Keidudukan, 

Susunan Oirganisasi, Tugas Dan Fungsi Seirta Tata Keirja Badan Peindapatan 

Daeirah Koita Peikanbaru seibagai beirikut: 

1. Kepala Badan 

a. Keipala Badan Peindapatan Daeirah meimpunyai tugas meimbantu 

Walikoita dalam meilaksanakan urusan peinunjang dibidang 

peindapatan pajak daeirah dan tugas peimbantuan lainnya; 

b. Keipala Badan Peindapatan Daeirah dalam meilaksanakan tugas 

seibagaimana dimaksud, meinyeileinggarakan fungsi: 

1) Peirumusan dan peireincanaan keibijakan teiknis di bidang pajak 

daeirah, reitribusi daeirah seirta peindapatan daeirah lainnya; 

2) Peirumusan peinyeileinggaraan urusan peimeirintah dan peilayanan 

umum di bidang peindapatan daeirah beirdasarkan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan dan peitunjuk atasan seibagai 

peidoiman dalam peilaksanaan tugas; 

3) Peirumusan, peimbinaan dan peilaksanaan tugas di bidang 

peindapatan daeirah; 

4) Peirumusan, peimbinaan dan peingkoioirdinasian peindapat reitribusi 

daeirah teirhadap peirangkat daeirah teiknis; 
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5) Peirumusan dan peimbinaan Unit Peilaksana Teiknis dalam 

lingkup tugasnya; 

6) Peirumusan dan peinyeileinggaraan urusan peinatausahaan badan 

seisuai deingan keiweinangannya; 

7) Peilaksanaan tugas-tugas lain yang dibeirikan oileih pimpinan 

seisuai deingan tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

a. Seikreitaris meimpunyai tugas meireincanakan, meinyusun, 

meirumuskan dan meilaksanakan proigram keirja keiseikreitariatan 

beirdasarkan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan; 

b. Seikreitaris dalam meilaksanakan tugas seibagaimana dimaksud, 

meinyeileinggarakan fungsi: 

1) Peinyusunan, peirumusan dan peilaksanaan proigram keirja 

keiseikreitariatan beirdasarkan keiteintuan peiraturan peirundang- 

undangan dan peitunjuk atasan seibagai peidoiman dalam 

peilaksanaan tugas; 

2) Peingkoioirdinasian peinyusunan reincana keirja Badan Peindapatan 

Daeirah; 

3) Peingkoioirdinasian peinyeileinggaraan keigiatan administrasi 

umum, keiuangan dan proigram; 

4) Peingkoioirdinasian dan peilaksanaan peilayanan dan peingaturan 

rapat badan, upacara seirta keiproitoikoilan; 
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5) Peingkoioirdinasian, peimbinaan, peirumusan lapoiran tahunan dan 

eivaluasi seitiap bidang seibagai peirtanggungjawaban badan; 

6) Peingkoioirdinasian, peimbinaan peimeiliharaan keibeirsihan, 

keiteirtiban dan keiamanan kantoir dan lingkungannya, keindaraan 

dinas seirta peirleingkapan geidung kantoir; 

7) Peilaksanaan tugas-tugas lain yang dibeirikan oileih pimpinan 

seisuai deingan tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Umum 

a. Sub Bagian Umum meimpunyai tugas meireincanakan, meinyusun, 

meirumuskan dan meilaksanakan proigram keirja Sub Bagian Umum 

beirdasarkan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan; 

b. Sub Bagian Umum dalam meilaksanakan tugas seibagaimana 

dimaksud, meinyeileinggarakan fungsi: 

1) reincana keirja Sub Bagian Umum beirdasarkan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan dan peitunjuk atasan seibagai 

peidoiman dalam peilaksanaan tugas; 

2) Peinyusunan noirma, standar, peidoiman dan peitunjuk oipeirasioinal 

Sub Bagian Umum; 

3) Peilaksanaan inveintarisasi peirmasalahan-peirmasalahan yang 

beirhubungan deingan Sub Bagian Umum seirta meinyiapkan 

bahan peitunjuk peimeicah masalah; 
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4) Peilaksanaan peinyiapan bahan-bahan yang dipeirlukan dalam 

peinyusunan keibijakan, proigram dan proiseidur keirja, peimcatatan 

hasil keirja, peitunjuk teiknis dan lapoiran di bidang tugasnya; 

5) Peilaksanaan peingoilaan tata usaha, umum, rumah tangga, 

peirleingkapan, dan keiarsipan beirdasarkan peirundang-undangan 

yang beirlaku; 

6) Peilaksanaan peireincanaan peilayanan pada wajib pajak, loikeit 

infoirmasi, peimbeirian infoirmasi teirkait peilayanan pajak daeirah 

seirta peindistribusian beirkas peilayanan keipada bidang teiknis; 

7) Peilaksanaan peireincanaan keibutuhan dan peinganggaran, 

peingadaan dan peimeiliharaan Barang Milik Daeirah (BMD); 

8) Peingumpulan data dan infoirmasi untuk peingeimbangan dan 

keibutuhan sarana dan prasarana badan; 

9) Peilaksanan keigiatan doikumeintasi, peilayanan administrasi seirta 

peingoilahan data dan infoirmasi yang beirhubungan deingan 

keigiatan umum; 

10) Peilaksanaan peingaturan peirsoinil, transpoirtasi dan koinsumsi, 

doikumeintasi untuk keipeirluan turun kei lapangan; 

11) Peilaksanaan urusan keiproitoikoilan, peilayanan ruang pimpinan, 

tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan 

koioirdinasi deingan instansi teirkait seisuai bidang tugasnya seirta 

peilayanan hubungan masyarakat; 
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12) Peilaksanaan peingeiloilaan peirjalanan dinas dan oipeirasioinal 

rumah tangga badan; 

13) Peilaksanaan keigiatan keibeirsihan, keiteirtiban, keiamanan ruangan 

dan halaman kantoir, seirta peingamanan di lingkungan badan; 

14) Peilaksanaan inveintarisasi peirmasalahan yang beirhubungan 

deingan bidang keipeigawaian, Peimbinaan Aparatur (BINAP) 

seirta peiningkatan kualitas peigawai; 

15) Peilaksanaan peinyusunan peireincanaan dan data peigawai seirta 

foirmasi peigawai, mutasi peigawai, latihan peigawai, ujian dinas, 

keinaikan pangkat, keinaikan gaji beirkala, buku induk peigawai, 

peinyusun DUK, reigistrasi PNS, peingeiloilaan data peigawai seirta 

peingarsipan Peinilaian Preistasi Keirja PNS dilingkungan Badan 

Peindapatan Daeirah; 

16) Peinyusunan dan peilaksanaan peitunjuk teiknis bidang peimbinaan, 

peiningkatan kineirja, disiplin dan keiseijahteiraan peigawai; 

17) Peimeiriksaan peikeirjaan bawahan beirdasarkan hasil keirja untuk 

meingeitahui adanya keisalahan atau keikeiliruan seirta upaya 

peinyeimpurnaannya; 

18) Peingeivaluasian tugas beirdasarkan infoirmasi, data dan lapoiran 

yang diteirima untuk bahan peinyeimpurnaan leibih lanjut; 

19) Peilaksanaan tugas-tugas lain yang dibeirikan oileih pimpinan 

seisuai deingan tugas dan fungsi. 
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4. Sub Bagian Keuangan 

a. Sub Bagian Keiuangan meimpunyai tugas meireincanakan dan 

meilaksanakan proigram keirja Sub Bagian Keiuangan beirdasarkan 

keiteintuan peiraturan peirundang-undangan; 

b. Sub Bagian Keiuangan dalam meilaksanakan tugas seibagaimana 

dimaksud, meinyeileinggarakan fungsi : 

1) Peinyusunan reincana keirja Sub Bagian Keiuangan beirdasarkan 

keiteintuan peiraturan peirundang-undangan dan peitunjuk atasan 

seibagai peidoiman dalam peilaksanaan tugas; 

2) Peinyusunan noirma, standar, peidoiman dan peitunjuk oipeirasioinal 

Sub Bagian Keiuangan; 

3) Peilaksanaan inveintarisasi peirmasalahan-peirmasalahan yang 

beirhubungan deingan Sub Bagian Keiuangan seirta meinyiapkan 

bahan peitunjuk peimeicahan masalah; 

4) Peilaksanaan peinyiapan bahan-bahan yang dipeirlukan dalam 

peinyusunan keibijakan, proigram dan proiseidur keirja, peincatatan 

hasil keirja, peitunjuk teiknis dan lapoiran di bidang tugasnya; 

5) Peilaksanaan veirifikasi seirta meineiliti keileingkapan Surat 

Peirmintaan Peimbayaran (SPP) dan meinyiapkan Surat Peirintah 

Meimbayar (SPM); 

6) Peilaksanaan veirifikasi harian atas peineirimaan peindapatan 

daeirah dan veirifikasi lapoiran Surat Peirtanggung Jawaban (SPJ) 

Beindahara Peineirimaan dan Beindahara Peingeiluaran; 
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7) Peilaksanaan peinatau isahaan aseit meilipuit peimbuikuian, 

inveintarisasi dan peilapoiran barang milik daeirah seisuiai deingan 

keiteintuian yang beirlaku i; 

8) Peilaksanaan akuintansi badan; 

9) Peilaksanaan uiruisan peingeiloilahan barang milik daeirah meilipuiti 

peineirimaan, peinyimpanan, peinyaluiran, peingguinaan, 

peimanfaatan dan peingamanan seirta peimeiliharaan barang milik 

daeirah; 

10) Peilaksanaan moinitoiring ei-KA seicara beirkala teirhadap capaaian 

kineirja dan capaaian anggaran; 

11) Peilaksanaan peinyimpanan teirhadap doikuimein dan buikti 

keipeimilikan barang milik daeirah seilain tanah dan/ataui 

banguinan; 

12) Peilaksanaan fasilitas dan peinyuisuinan tindak lanjuit lapoiran 

masyarakat teirhadap teimuian hasil peimeiriksaan fuingsioinal dan 

peingawasan lainnya; 

13) Peingatuiran peilaksanaan tuigas beirdasarkan prioiritas agar tuigas 

dapat diseileisaikan seisu iai deingan sasaran yang teilah diteitapkan; 

14) Peilaksanaan tuigas-tuigas lain yang dibeirikan oileih pimpinan 

seisuiai deingan tuigas dan fuingsinya. 
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5. Sub Bagian Program 

a. Suib Bagian Proigram meimpuinyai tuigas meireincanakan dan 

meilaksanakan proigram keirja Suib Bagian Proigram beirdasarkan 

keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan; 

b. Suib Bagian Proigram dalam meilakanakan tuigas seibagaimana 

dimaksuid, meinyeileinggarakan fuingsi: 

1) Peinyuisuinan reincana keirja Suib Bagian Proigram beirdasarkan 

keiteintuian peiratuiran peiruidang-uindangan dan peituinjuik atasan 

seibagai peidoiman dalam peilaksanaan tuigas; 

2) Peinyuisuinan noirma, standar, peidoiman dan peituinjuik oipeirasioinal 

Suib Bagian Proigram; 

3) Peilaksanaan inveintarisasi peirmasalahan-peirmasalahan yang 

beirhuibuingan deingan Suib Bagian Proigram seirta meinyiapkan 

bahan peituinjuik peimeicahan masalah; 

4) Peilaksanapan peinyiapan bahan-bahan yang dipeirluikan dalam 

peinyuisuinan keibijakan, proigram dan proiseiduir keirja, peincatatan 

hasil keirja, peituinjuik teiknis dan lapoiran di bidang tuigasnya; 

5) Peilaksanaan peinyuisuinan reincana dan proigram keirja seirta 

peiruimuisan Reincana Keirja Tahuinan (RKT), peineitapan kineirja, 

lapoiran eivaluiasi kineirja, Reinstra, Reinja, RKA dan lapoiran 

reialisasi fisik proigram peimbanguinan, lapoiran tahuinan dan 

lapoiran eivaluiasi kineirja; 

6) Peilaksanaan peingeindalian dan peilapoiran; 
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7) Peilaksanaan fasilitas peingadaan barang dan jasa; 

8) Peimbagian tuigas keipada bawahan deingan cara dispoisisi ataui 

seicara lisan agar bawahan meingeitahuii tuigas dan tangguingjawab 

masing-masing; 

9) Peilaksanaan tuigas-tuigas lain yang dibeirikan oileih pimpinan 

seisuiai deingan tuigas dan fuingsinya. 

6. Bidang Pajak Daerah I 

a. Bidang Pajak Daeirah I meimpuinyai tuigas meimbantu i seibagian tuigas 

Keipala Badan dalam meilaksanakan suib uiruisan PBB-P2, BPHTB 

dan PPJ; 

b. Bidang Pajak Daeirah I dalam meilaksanakan tuigas seibagaimana 

dimaksuid, meinyeileinggarakan fuingsi: 

1) Peingkoioirdinasian dan peilaksanaan proigram keirja bidang pajak 

daeirah I beirdasarkan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan 

dan peituinjuik atasan seibagai peidoiman dalam peilaksanaan tuigas; 

2) Peingkoioirdinasian peirhituingan peilaksanaan poiteinsi PBB, 

BPHTB dan PPJ; 

3) Peingkoioirdinasian dan peilaksanaan reincana bimbingan teiknis 

peilaksanaan peindaftaran wajib pajak daeirah dan meinyampaikan 

suirat peimbeiritahuian pajak teirhuitang (SPPT) PBB seirta 

meinyampaikan Suirat Peimbeiritahuian Pajak Daeirah (SPTPD) 

BPHTB, PPJ dan meinghimpuin seirta meingoilah data oibjeik dan 

suibjeik pajak seirta peineilitian loikasi/lapangan; 
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4) Peingkoioirdinasian dan peilaksanaan peingoilahan daftar noimoir 

oibjeik pajak PBB, BPHTB dan noimoir poikoik wajib pajak daeirah 

PPJ seirta meinyimpan suirat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang 

beirkaitan deingan peindaftaran da peindataan; 

5) Peingkoioirdinasian dan peilaksanaan peindaftaran PBB dan PPJ; 

6) Peingkoioirdinasian dan peilaksanaan peirhituingan peineitapan PBB- 

P2; 

7) Peiruimuisan dan peilaksanaan validasi peineirimaan peimbayaran 

Suirat Seitoiran Pajak Daeirah (SSPD) BPHTB; 

8) Peingkoioirdinasian, dan peilaksanaan peinyuisuinan langkah 

strateigis peineirimaan dan analisis poiteinsi PBB-P2, BPHTB dan 

PPJ; 

9) Peingkoioirdinasian, dan peilaksanaan peineirbitan dan 

peindistribuisian seirta meinyimpan arsip suirat pajak PBB-P2, 

BPHTB dan PPJ yang beirkaitan deingan peineitapan; 

10) Peilaksanaan tuigas-tuigas lain yang dibeirikan oileih pimpinan 

seisuiai deingan tuigas dan fuingsinya. 

c. Bidang Pajak Daeirah I meimbawahi: 

1) Suib Bidang Peindataan dan Peindaftaran PBB-P2, BPHTB dan 

PPJ; 

2) Suib Bidang Peingoilahan Data, Peinilaian PBB-P2, BPHTB dan 

PPJ; 

3) Suib Bidang Peineitapan PBB-P2, veirifikasi BPHTB dan PPJ. 
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d. Seitiap Suib Bidang seibagaimana dimaksuid, masing-masing 

dipimpin oileih seioirang Keipala Suib Bidang yang beirada dibawah 

dan beirtangguingjawab keipada Keipala Bidang Pajak Daeirah I. 

7. Bidang Pajak Daerah II 

a. Bidang Pajak Daeirah II meimpuinyai tuigas meimbantui seibagian 

Tuigas Keipala Badan dalam meilaksanakan suib uiruisan pajak daeirah 

meilipuiti; Pajak Reistoiran, Pajak Hoiteil, Pajak Hibuiran, Pajak Parkir, 

Pajak Sarang Buiruing Waleit, Pajak Reiklamei dan Pajak Air Tanah; 

b. Bidang Pajak Daeirah II dalam meilaksanakan tuigas seibagaimana 

dimaksuid, meinyeileinggarakan fuingsi: 

1) Peingkoioirdinasian, dan peilaksanaan proigram keirja bidang pajak 

daeirah II beirdasarkan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan 

dan peituinjuik atasan seibagai peidoiman dalam peilaksanaan tuigas; 

2) Peingkoioirdinasian peirhituingan peilaksanaan poiteinsi Pajak Hoiteil, 

Pajak Hibuiran, Pajak Reistoiran, Pajak Parkir, Pajak Sarang 

Buiruing Waleit, Pajak Reiklamei, Pajak Air Tanah, dan Pajak 

Mineiral Buikan Loigam dan Batuian; 

3) Peingkoioirdinasian, peilaksanaan reincana bimbingan teiknis 

peilaksanaan peindaftaran wajib pajak daeirah dan meinyampaikan 

Suirat Peimeibeiritahuian Pajak Daeirah (SPTPD) Pajak Hoiteil, 

Pajak Hibuiran, Pajak Reistoiran, Pajak Mineiral Buikan Loigam 

dan Batuian, Pajak Parkir, Pajak Sarang Buiruing Waleit dan Suirat 

Keiteitapan Pajak Daeirah (SKPD) Pajak Reiklamei dan Pajak Air 
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Tanah dan meinghimpu in seirta meingoilah data oibjeik dan suibjeik 

pajak seirta veirifikasi lo ikasi/lapangan; 

4) Peingkoioirdinasian, peiruimuisan dan peilaksanaan peingeiloilaan 

daftar induik wajib pajak daeirah seirta meinyimpan suirat 

peirpajakan daeirah yang beirkaitan deingan peindataan, 

peindaftaran dan peindataan; 

5) Peingkoioirdinasian, peiruimuisan dan peilaksanaan peirhituingan 

peineitapan Pajak Hoiteil, Pajak Hibuiran, Pajak Reistoiran, Pajak 

Parkir, Pajak Sarang Buiruing Waleit, Pajak Reiklamei, Pajak Air 

Tanah, dan Pajak Mineiral Buikan Loigam dan Batuian; 

6) Peingkoioirdinasian, peiruimuisan dan peilaksanaan peirhituingan 

juimlah angsuiran peimuinguitan/peimbayaran/peinyeitoiran/ atas 

peirmoihoinan wajib pajak daeirah; 

7) Peingkoioirdinasian, peiru imuisan dan peimbeirian peirtimbangan atas 

peimbeituilan, atas Pajak Hoiteil, Pajak Hibuiran, Pajak Reistoiran, 

Pajak Parkir, Pajak Sarang Buiruing Waleit, Pajak Reiklamei, Pajak 

Air Tanah, Pajak Peineirangan Jalan dan Pajak Mineiral Buikan 

Loigam dan Batuian; 

8) Peingkoioirdinasian, peiruimuisan dan peilaksanaan peilayanan dan 

peimbeirian infoirmasi pajak daeirah; 

9) Peingkoioirdinasian, peiruimuisan dan peilaksanaan peineirbitan dan 

peindistribuisian seirta peinyimpanan arsip suirat peirpajakan daeirah 

yang beirkaitan deingan peineitapan pajak daeirah; 
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10) Peilaksanaan tuigas-tuigas lain yang dibeirikan o ieilh peimimpin 

seisuiai deingan tuigas dan fuingsinya. 

8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

a. Bidang Peingeindalian Pajak Daeirah meimpuinyai tu igas meimbantui 

seibagian Tuigas Keipala Badan dalam meilaksanakan suib uiruisan 

Peingeindalian Pajak Daeirah; 

b. Bidang Peingeindalian Pajak Daeirah dalam meilaksanakan tuigas 

seibagaimana dimaksuid, meinyeileinggarakan fuingsi: 

1) Peinyuisuinan proigram keirja Bidang Peingeindalian Pajak Daeirah 

beirdasarkan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan dan 

peituinjuik atasan seibagai peidoiman dalam peilaksanaan tuigas; 

2) Peingkoioirdinasian peirhituingan peilaksanaan poiteinsi peineirimaan 

dari peimeiriksaan, peinagihan, peinindakan, peinyitaan, keibeiratan 

dan peinguirangan Pajak Daeirah; 

3) Peingkoioirdinasian, peiru imuisan dan peilaksanaan keigiatan Bidang 

Peingeindalian Pajak Daeirah seisuiai deingan keiteintuian yang 

beirlakui; 

4) Peinyuisuinan, peingkoio irdinasian, dan peilaksanaan peincatatan 

meingeinai peineitapan dan peineirimaan/peinyeitoiran pajak daeirah 

yang beirsuimbeir dari keibeiratan dan peinguirangan; 

5) Peingkoioirdinasian, peiruimuisan dan peilaksanaan peingawasan, 

peimeiriksaan, peinagihan, peinindakan, peinyitaan, peinyuiluihan, 
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keibeiratan dan keibeiratan beirkala teirhadap koindisi/loikasi oibjeik 

dan suibjeik pajak daeirah uintuik keilancaran peineirimaan daeirah; 

6) Peingkoioirdinasian, peiru imuisan dan peilaksanaan peilapoiran seicara 

beirkala hasil peingeindalian pajak daeirah; 

7) Peingkoioirdinasian, peiruimuisan dan peilaksanaan bidang 

peingeindalian pajak daeirah seisuiai deingan peiratuiran peiruindang- 

uindangan yang beirlaku i; 

8) Peilaksanaan tuigas-tuigas lain yang dibeirikan oileih pimpinan 

seisuiai deingan tuigas dan fuingsinya. 

c. Bidang Peingeindalian Pajak Daeirah, meimbawah: 

1) Suib Bidang Peingawasan dan Peimeiriksaan; 

2) Suib Bidang Peinagihan, Peinindakan dan Peinyitaan; 

3) Suib Bidang Peinyuiluihan, dan Keibeiratan. 

d. Seitiap Suib Bidang seibagaimana dimaksuid, masing-masing 

dipimpin oileih seioirang Keipala Suib Bidang yang beirada dibawah 

dan beirtangguingjawab keipada Keipala Bidang Peingeindalian Pajak 

Daeirah. 

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD 

a. Bidang Peireincanaan dan Peingeimbangan PAD meimpuinyai tuigas 

meimbantui seibagian Tuigas Keipala Badan dalam peilaksanaan suib 

Uiruisan Huikuim dan Keirjasama, Teiknoiloigi Infoirmatika dan Analisa 

Pajak Daeirah, Peimbuikuian PAD dan Leigalisasi; 
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b. Bidang Peireincanaan dan Peingeimbangan PAD dalam peilaksanaan 

tuigas seibagaimana dimaksuid, meinyeileinggarakan fuingsi: 

1) Peingkoioirdinasian pro igram keirja Bidang Peireincanaan dan 

Peingeimbangan PAD beirdasarkan keiteintu ian peiratuiran 

peiruindang-uindangan dan peituinjuik atasan seibagai peidoiman 

dalam peilaksanaan tuigas; 

2) Peingkoioirdinasian peincatatan peimbuikuian peineirimaan ataui 

peimuinguitan dan peinyeitoiran PAD seirta leigalisasi/peirfoirasi dan 

peimbuikuian suirat-suirat beirharga; 

3) Peinyuisuinan dan peingkoioirdinasian Peireincanaan dan 

Peingeimbangan dalam Peiningkatan PAD; 

4) Peinyuisuinan, peingkoioirdinasian, dan peilaksanaan bahan-bahan 

yang dipeirluikan dalam meinyuisuin keibijakan, proigram dan 

proiseiduir keirja, peincatatan hasil keirja, peituinjuik teiknis dan 

lapoiran di bidang tuigasnya; 

5) Peinyuisuinan dan peingkoioirdinasian peilaksanaan peinghimpuinan 

dan reikoinsiliasi peineirimaan kei Oirganisasi Peirangkat Daeirah 

(OiPD) peimuinguit PAD; 

6) Peingoirdinasian peincatatan seimuia Suirat Keiteitapan Reitribuisi 

Daeirah (SKRD) dan peindapatan lain-lain; 

7) Peingkoioirdinasian, peiruimuisan dan peilaksanaan peilapoiran 

reialisasi peineirimaan/peinyeitoiran dan tuinggakan reitribuisi daeirah; 
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8) Peingkoioirdinasian, peiruimuisan dan peilaksanaan 

peineirimaan/peingeiluiaran dan leigalisasi teirhadap suirat-suirat 

beirharga; 

9) Peingkoioirdinasian peinghimpuinan peiratuiran peiruindang- 

uindangan yang beirkaitan deingan pajak daeirah; 

10) Peilaksanaan tuigas-tuigas lain yang dibeirikan oileih pimpinan 

seisuiai deingan tuigas dan fuingsinya. 

c. Bidang Peireincanaan dan Peingeimbangan PAD, meimbawahi: 

1) Suib Bidang Huikuim dan Keirjasama; 

2) Suib Bidang Teiknoiloigi Infoirmasi dan Analisa Pajak; 

3) Suib Bidang Peimbuikuian PAD dan Leigalisasi. 

d. Seitiap Suib Bidang seibagaimana dimaksuid, masing-masing 

dipimpin oileih seioirang Keipala Suib Bidang yang beirada dibawah 

dan beirtangguingjawab keipada Bidang Peireincanaan dan 

Peingeimbangan PAD. 

10. Unit Pelaksanaan Teknis 

a. Uinit Peilaksanaan Teiknis (UiPT) dapat dibeintuik uintuik 

meilaksanakan keigiatan teiknis oipeirasioinal dan/ataui keigiatan teiknis 

peinuinjang teirteintui; 

b. UiPT seibagaimana dimaksu id pada ayat (1) dibeidakan dalam 2 (duia) 

klasifikasi, yakni: 

1) UiPT keilas A uintuik meiwadahi beiban keirja yang beisar; dan 

2) UiPT keilas B uintuik meiwadahi beiban keirja yang keicil. 



81 
 

 
 

c. Peimbeintuikan UiPT seibagaimana dimaksuid, diteitapkan deingan 

Peiratuiran Walikoita seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang- 

uindangan dan teilah dikoinsuiltasikan seicara teirtuilis keipada Guibeirnuir 

Riaui seibagaimana wakilpeimeirintah puisat. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Keiloimpoik jabatan fuingsioinal meimpuinyai tuigas meilaksanakan 

seibagian tuigas Badan seisu iai deingan bidang keiahlian dan keiteintuian 

peiruindang-uindangan; 

b. Keiloimpoik jabatan fuingsioinal seibagaimana dimaksuid teirdiri dari 

seijuimlah teinaga ahli dalam jeinjang jabatan fuingsioinal yang teirbagi 

dalam beirbagai keiloimpoik seisuiai deingan keiahliannya; 

c. Keiloimpoik Jabatan Fuingsioinal seibagaimana dimaksuid dipimpin 

oileih seioirang teinaga fuingsioinal seinioir yang dituinjuik oileih Walikoita 

dan beirtangguing jawab keipada Keipala Badan; 

d. Juimlah jabatan fuingsioinal seibagaimana dimaksuid diteintuikan 

beirdasarkan keibuituihan dan beiban keirja; 

e. Jeinis jabatan fuingsioinal seibagaimana dimaksuid diatuir seisuiai 

deingan peiratuiran peiruindang-uindangan. 

 

 

 

 

 



 
 

142 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan mengenai Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui tiga pendekatan yaitu pendekan 

sumbur, pendekatan proses dan pendekatan sasaran, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektivitas penerimaan PBB-P2 dilihat dari pendekatan sumber 

menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta 

Wajib Pajak memiliki peran penting. Meskipun sumber daya manusia di 

kantor Bapenda Kota Pekanbaru cukup, kualitas dan kemampuan pegawai 

masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan 

keterampilan. Sarana dan prasarana yang telah tersedia efektif dalam 

mendukung kegiatan Bapenda Kota Pekanbaru. Sedangkan kesadaran wajib 

pajak dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan, terlihat dari 

rendahnya tingkat pencapaian dalam pembayaran pajak. 

2. Efektivitas penerimaan PBB-P2 dilihat dari Pendekatan proses dalam 

pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak belum efektif karena 

prioritas yang tidak tepat dan banyaknya objek PBB-P2 di Pekanbaru yang 

belum terdaftar. Penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa juga 

belum berjalan dengan efektif, serta penetapan target yang belum sesuai 
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dengan kondisi riil. Hal ini menyebabkan penerimaan PBB-P2 tidak 

mencapai target yang ditentukan. 

3. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah masih rendah, yaitu 

sekitar 14-21%. Bapenda Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya 

untuk meningkatkan kontribusi ini, seperti membuat aplikasi untuk 

memastikan SPPT sampai pada orang yang tepat dan waktu yang tepat, 

memperkuat kerjasama dengan BPN untuk mendapatkan data objek pajak 

yang lebih lengkap dan akurat, serta meningkatkan profesionalisme 

pegawai melalui pelatihan dan implementasi teknologi Smart Tax. Bapenda 

juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan menyediakan layanan yang lebih 

mudah bagi wajib pajak. Namun, kontribusi ini tidaklah cukup, dan 

dukungan dari berbagai pihak seperti institusi keuangan, lembaga teknologi, 

dan masyarakat juga diperlukan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, 

adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-

P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Bapenda Kota Pekanbaru diharapkan melakukan pendataan ulang terhadap 

wajib pajak dan objek pajak agar orang yang tahun sebelumnya belum 

terdaftar sebagai wajib pajak dapat terdaftar dalam wajib pajak begitu juga 

dengan objek. Jadi bagi wajib pajak yang objek pajaknya bertambah dapat 
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dikenakan pembayaran pajak yang bertambah juga dan tentunya dapat 

meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut mengingat 

kesadaran masyarakat kita yang masih rendah dalam arti pentingnya 

membayar pajak. 

2. Bapenda Kota Pekanbaru diharapkan mampu memberikan sanksi yang 

tegas kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, sesuai dengan 

yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 

2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Bapenda Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan penyuluhan secara 

berkala kepada masyarakat maupun wajib pajak untuk membantu mereka 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun hal-hal pokok yang 

disuluhkan adalah prosedur dan tata cara perpajakan, undang-undang 

perpajakan, dan ketentuan pelaksanaannya yang bertujuan agar dapat 

memahami perpajakan dengan tepat dan juga mengetahui pentingnya 

peranan pajak maka hal ini, dapat meningkatkan penerimaan pajak. 

4. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk 

membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan besaran yang telah di 

tetapkan oleh Bapenda Kota Pekanbaru dan dapat memahami bahwa 

membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh manfaat dari program-program pembangunan yang dibiayai 

oleh pajak. 



 
 

145 
 

5. Wajib pajak diharapkan dapat melakukan pengajuan pemutakhiran data 

yaitu melaporkan perubahan-perubahan pada objek pajak seperti perubahan 

status kepemilikan, perubahan luas tanah atau bangunan. 

6. Wajib pajak diharapkan dapat melakukan pembayaran PBB-P2 secara 

online, karena Bapenda Kota Pekanbaru telah menyediakan fasilitas 

pembayaran secara online, sehingga wajib pajak dapat memanfaatkannya 

untuk mempermudah proses pembayaran dan menghindari keterlambatan 

pembayaran 
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LAMPIRAN 

Lampiran I 

Pedoman Wawancara 

EFEKTIVITAS 

A. Pendekatan Sumber (Input) 

a. Sumber Daya Manusia  

1. Apakah ada pelatihan untuk petugas pelayanan Pajak Daerah khususnya 

PBB-P2? Dan kapan dilakukannya? 

2. Selain pelatihan, apakah adalagi upaya lain yang dilakukan oleh Bapenda 

untuk meningkatkan kualitas daripada SDMnya? 

3. Apakah jumlah petugas pajak sektor PBB-P2 sudah ideal/memadai? 

4. Apakah ada program penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak 

mengenai PBB-P2? 

5. Selain sosialisasi, apalagi upaya yang dilakukan pegawai Bapenda untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2? 

6. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pegawai Bapenda Kota Pekanbaru 

dalam proses pemungutan PBB-P2? 

7. Bagaimana upaya pegawai Bapenda mengatasi hambatan tersebut? 

8. Apakah ada sanksi kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar 

pajak? Dan apa saja sanksi-sanksinya itu? 

9. Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam penegakan sanksi pajak 

 

 



 
 

 
 

 

b. Sarana dan Prasarana 

1. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia di Bapenda Kota Pekanbaru 

telah efektif? 

2. Bagaimana prosedur pembayaran PBB-P2 secara offline maupun online di 

Bapenda Kota Pekanbaru? 

3. Sejauh ini apakah wajib pajak masih banyak yang membayar pajak secara 

offline atau sudah berangsur pindah ke system online? 

4. Apa saja upaya Bapenda dalam memudahkan pembayaran pajak oleh wajib 

pajak khususnya PBB-P2? 

5. Apa saja kelebihan dan kekurangan ketika wajib pajak menggunakan smart 

tax?  

6. Bagaimana cara untuk mengantisipasi server down yang disebabkan oleh 

lonjakan traffic pengunjung yang melebihi kemampuan server? 

7. Apakah ada kendala dalam penggunaan smart tax? 

8. Bagaimana cara memperkenalkan atau mensosialisasikam smart tax kepada 

wajib pajak? 

9. Apakah jumlah sarana dan prasarana seperti jumlah kursi, jumlah loket telah 

memadai sehingga dapat membuat wp nyaman yang kemudian diharapkan 

dapat menunjang efektifitas penerimaan PBB-P2? 

10. Apakah jumlah komputer yang tersedia sudah mencukupi khususnya untuk 

para pegawai sektor PBB-P2? 

 



 
 

 
 

 

c. Wajib Pajak 

1. Apakah ada sosialisasi kepada wajib pajak mengenai PBB-P2? Dan kapan 

dilakukannya? 

2. Bagaimana Bapak/ibu mengetahui informasi mengenai tempat, dokumen 

apa saja ayang harus disiapkan serta tata cara membayar PBB-P2? 

3. Apakah prosedur pembayaran PBB-P2 berbelit-belit? 

4. Bagaimana dengan petugas pelayanan PBB-P2? Apakah petugas ramah dan 

dengan sabar memberi arahan? 

5. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di Bapenda Kota Pekanbaru? 

6. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang E-PBB atau Smart Tax? 

7. Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi mengenai 

E-PBB atau Smart Tax? 

8. Apakah ada kendala atau kesulitan saat menggunakan website tersebut? 

9. Apasaja kemudahan yang bapak/ibu dapatkan saat menggunakan aplikasi 

Smart Tax? 

10. Apakah bapak/ibu melaporkan pembaharuan terhadap objek pajak yang 

bapak ibu miliki? 

11. Apakah pihak bapenda pernah turun langsung kelapangan untuk melakukan 

pendataan ulang terhadap objek PBB-P2? 

12. Apakah ada sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang telat atau tidak 

membayar pajak? 



 
 

 
 

13. Menurut bapak/ibu apakah surat teguran dan surat paksa berjalan efektif 

sehingga bisa membuat wajib pajak mau membayar tunggakan pajaknya? 

B. Pendekatan Proses 

a. Pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak 

1. Apakah pembaharuan data basis pajak (potensi pajak) khususnya PBB-P2 

telah dilaksanakan di kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana sistematika pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek 

pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) kota Pekanbaru? 

3. Dalam proses pendataan ulang apakah petugas PBB-P2 turun langsung 

kelapangan atau menunggu pelaporan dari Wp? 

4. Apakah petugas PBB-P2 mempunyai jadwal yang teratur untuk melakukan 

pendataan ulang terhadap objek pajak yang dimiliki wp? 

5. Bagaimana cara pegawai bapenda khususnya petugas PBB-P2 dalam 

menghadapi wp yang tidak jujur saat melaporkan besaran objek pajaknya? 

6. Apa kendala yang dihadapi saat pendataan wajib pajak dan objek pajak? 

7. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut? 

 

b. Penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa 

1. Bagaimana prosedur penagihan PBB-P2 Kota Pekanbaru baik melalui surat 

teguran atau surat paksa? 

2. Apakah penagihan PBB-P2 melalui suraat teguran atau surat paksa berjalan 

efektif? 

3. Apakah yang sudah dapat surat paksa pasti akan membayar PBB-P2? 



 
 

 
 

4. Bagaimana kriteria wp yang menerima surat teguran dan surat paksa? 

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi berhasilnya penagihan PBB-P2 kota 

Pekanbaru? 

6. Apakah ada hambatan dalam penagihan PBB-P2 di Kota Pekanbaru? 

7. Selain melalui surat teguran dan surat paksa, apakah adalagi sanksi lain 

untuk wajib pajak yang tidak membayar pajak? 

8. Selain hambatan dari wajib pajak, apakah staf penagihan dari Bapenda 

sudah mencukupi? 

 

c. Penetapan target sesuai kondisi rill 

1. Penetapan target PBB-P2 disesuaikan dengan kondisi rill, apa saja yang 

dimaksud dengan kategori kondisi rill disini? 

2. Bagaiman cara penentuan dan penetapan target PBB-P2 di kota pekanbaru? 

3. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam penetapan target PBB-P2 di 

kota Pekanbaru? 

4. Apakah target yang ditentukan telah sesuai dengan potensi dan potensi yang 

ada di kota Pekanbaru? 

5. Bagaimana prosedur penetapan target PBB-P2?  

 

C. Pendekatan Output 

Target dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

Kota Pekanbaru 



 
 

 
 

1. Bagaimana realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Pekanbaru terhadap target 

yang telah ditentukan sebelumnya? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan 

PBBB-P2? 

3. Apa kendalanya sehingga tidak mencapai target? 

4. Apa saja upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru untuk 

meningkatkan penerimaan PBB-P2? Apakah ada kendalanya? 

5. Apakah tingkat efektivitas penerimaan suatu pajak daerah mempengaruhi 

penentuan target penerimaan pajak daerah tahun berikutnya? 

6. Apakah tingkat efektivitas dari pajak daerah dapat mempengaruhi program-

program Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru? 

 

KONTRIBUSI 

a. Kontribusi Bersifat Materi 

1. Apakah tidak tercapainya penerimaan PBB-P2 mempengaruhi program 

kerja pemda kota Pekanbaru? 

2. Apakah realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap penetapan target tahun selanjutnya? 

3. Pihak mana saja yang menetapkan target penerimaan PBB-P2? Dan 

apakah yang menjadi dasar acuannya? 

 

b. Konribusi Bersifat Pemikiran 



 
 

 
 

1. Bagaimana peran Bapenda Kota Pekanbaru yang bersifat pemikiran 

sebagai upaya meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah? 

2. Apakah pihak bapenda juga mendiskusikan terkait realisasi penerimaan 

PBB-P2 kepada DPRD? Sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak 

daerah? 

3. Apakan Bapenda Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak lain untuk 

memudahkan pembayaran pajak khususnya PBB-P2? 

4. Apa saja inovasi yang dapat dilakukan oleh pegawai PBB-P2 untuk 

meningkatkan pendapatan pajak? 

5. Bagaimana cara pegawai pajak dapat membantu masyarakat dalam 

mengerti dan memahami peraturan pajak 

 

c. Kontribusi Bersifat Profesionalisme 

1. Bagaimana peran Bapenda Kota Pekanbaru yang bersifat 

profesionalisme sebagai upaya meningkatkan kontribusi PBB-P2 

terhadap pajak daerah? 

2. Apakah petugas PBB-P2 telah menjalankan tugasnya sesuai dengan 

kompetensi atau keahlian yang dimiliki? 

3. Apakah petugas PBB-P2 memiliki waktu tersendiri dalam 

menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada wp? 

4. Bagaimana cara pegawai pajak menunjukkan profesionalisme dalam 

melakukan tugasnya? 



 
 

 
 

5. Apa saja kontribusi yang dapat diberikan oleh pegawai pajak untuk 

meningkatkan profesionalisme? 

 

d. Kontribusi Bersifat Tindakan 

1. Apa saja tindakan dari Bapenda Kota Pekanbaru dalam meningkatkan 

penerimaan PBB-P2? baik berupa membuat kebijakan, program atau 

kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang? 

2. Apakah pihak bapenda pernah meminta bantuan kepada pihak lain 

(DPRD, Camat atau lurah) dalam upaya peningkatan penerimaan PBB-

P2? 

3. Apakah Bapenda kota pekanbaru melakukan strategi jemput bola? 

Bagaimana prosedurnya? Dan apakah ini efektif? 

4. Kapankah waktu untuk petugas PBB-P2 menyampaikan surat teguran 

dan surat paksa kepada wp? 

5. Apakah sejauh ini sudah banyak wp yang mendapatkan surat teguran 

dan surat paksa? Dan apakah hal ini menghasilkan efek jera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2 

Daftar Dokumentasi Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah I  

Bapenda Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara denganKasubbid Penagihan, Penindakan dan Penyitaan 

Bapenda Kota Pekanbaru 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kasubbid Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi 

Bapenda Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Staf Bidang Pajak Daerah I 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Wajib Pajak PBB-P2 Kota Pekanbaru 
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